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ABSTRAK

Nama : Mardiansyah Dharma Putra

Program Studi : lImu Hukum

Judul : Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Dal&mdasi Bank:
Studi Kasus PD BPR Burighg (DL)

Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yancplut izin usahanya
untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada kregdau Pasca berlakunya UU no
24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasg y@ahulu berada di Bank
Indonesia (Bl) berpindah ke Lembaga Penjamin SimpdhPS). Dimana dalam hal
ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelakesan likuidasi di lapangan.
Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpanaksa di bayarkan oleh LPS
selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Sakahhal yang menyebabkan
simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS addilahimpunnya simpanan
tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusiZaBm skripsi ini akan di
uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab ldgp nasabah bank yang
dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memi#nggung jawab moral
terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk rampgang tidak di jamin.
Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan kagilis pada salah satu bank
yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut jDL

Kata kunci :

Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Dalam PengawasasukIBl, Likuidasi
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ABSTRACT

Name : Mardiansyah Dharma Putra

Study Program : Law Science

Title : The Position of Indonesia Deposit Insuw@iCorporation in Bank
Liquidation: Case StlRly BPR Bungbulang (DL)

Bank liquidation is a process for the bank whasenkse has been revoked to
finish all of the liabilities to the creditor. Aftethe law number 24 year 2004
concerning Deposit Insurance Corporation, the aitthdo liquidation is remove
from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposgurance Corporation (IDIC). And
to do this, IDIC appoint a liquidation team to mddenk liquidation on the field. And
for the depositors who bank is closed, the depesltpay by IDIC as soon as fullfil
the requirement. One of the reason make depositdh&inot eligible for payment
becauses the deposits is take when bank in spraiailance unit. In this research
will be describe how the position and the respdasib IDIC to depositors who bank
has been ligiuidation. Whereas actually IDIC shidve moral responsible to the
depositors even the deposits is not eligible to. @ds research will describe with
case study in on of the liquidation bank, it is BBR Bungbulang (DL).

Keywords:

Indonesia Deposit Insurance Corporation, Bank iac&h Survailance Unit Bank of
Indonesia, Liquidation
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah lembaga yang dalam mamala
usahanya menghimpun dana dari masyarakat, hal emyeababkan
kepercayaan dari masyarakat merupakan suatu hgl ryanlak dimiliki
oleh industri perbankan. Peran pemerintah yang tiebesar juga
merupakan suatu keniscayaan mengingat penghimputeara dari
masyarakat dalam jumlah yang besar sangat berifikggi untuk
terjadinya penyimpangan. Artinya dalam hal ini paniah berfungsi
sebagai pelindung agar dana masyarakat yang disirdpdank tetap
aman. Oleh karena itu tidaklah mengherankan tephdmnk sebagai
badan usaha yang sangat berbeda dengan perusaraarbsrgerak di
bidang perdagangan dan jasa, maka diberikan pamakiekanisme yang
khusus dalam menyelesaikan kesulitan yang membkaayalangsungan
usahanya, sebelum tindakan pencabutan izin usaha d&au
pembubarannya dilakukan oleh otoritas perbank&agaimanapun
tindakan pencabutan izin usaha atas sebuah baddra umnk, sangat
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pddatii perbankan
secara keseluruhan. Karena itu tindakan pencabmiiarusaha bank ini
merupakan tindakan akhir bahkan cenderung dihindéh otoritas
perbankart.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997
memperlihatkan adanya kelemahan struktural padnsigperbankan.
Setidaknya terdapat 5 faktor yang mengakibatkan disonmikro
perbankan menjadi rentan terhadap gejolBkrtamaadanya jaminan
terselubungifnplicit guaranteg¢ dari bank sentral atas kelangsungan hidup

suatu bank.Kedua, sistem pengawasan yang kurang efekkktiga

' Harry Sugeng Raharjé&ewenangan Bank Indonesia Dalam Penanganan BamgllGtasca
Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang LembagaaRenjSimpanan(Tesis Universitas
Indonesia, Jakarta, 2006), Hal.3.

Unisias Indonesia
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besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsomagipun tidak
langsung kepada individu/kelompok usaha yang terdangan bank.
Keempat, lemahnya kemampuan manajerial banKelima, kurang
transparannya informasi mengenai kondisi perbafkan.

Kelemahan ini semakin terlihat jelas ketika terjasis moneter di
tahun 1997-1998, bobrok yang selama ini tersembterkiuak dengan
sendirinya sejalan dengan semakin parahnya krisimetar. Seperti
diketahui perbankan Indonesia didominasi oleh Haaokk milik
pemerintah yang berasal dari struktur kolonial. &ettan bank-bank
milik swasta hampir seluruhnya dimiliki atau merk@a bagian dari
konglomerat besar yang bergerak di bidang usahabaok seperti
properti dan manufaktur. Dengan kondisi perbankangydemikian itu
maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi tigrpkaktik
perbankan yang tidak sehat mulai dari kegiatan yaegara jelas
melanggar ketentuan sampai kepada perbuatan yamanggar etika
bisnis’.Kondisi perbankan yang carut marut demikian mautunt
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penutupamk,bmengingat
apabila bank-bank yang sudah bobrok tetap di pantedn eksistensinya,
akan berdampak pada beban keuangan negara yandgirsdmeaat dan
dalam jangka panjang akan merusak sistem keuangan.

Sebelum keberlakuan undang-undang no 24 tahun 2004,
kewenangan penutupan bank berada di tangan Banlondsth
(selanjutnya disebut Bl) dalam posisinya sebagaks@ntral. Dimana Bl
berwenang untuk mencabut izin sebuah bank bila:

- keadaan bank tersebut membahayakan sistem jgarban
- tindakan penyelamatan selama ini belum cukup kuntuengatasi
permasalahan tersebut.

2 Sjahril Sabirin, Makalah untuk disajikan padanBer Nasional : Strategi Pemulihan Ekonomi
Era Pemerintahan BaruYyang diselenggarakan oleh KAGAMA Jawa Timur darkBepulan
untuk Peningkatan Usaha Ke(HUPUK) di Surabaya pada tanggal 5 Februari 2000.

3 http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/nadidroflev_seattle.pdfi akses pada hari

senin tanggal 22 Februari 2010

Unisias Indonesia
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Membaca bunyi pasal 37 ayat (2) dari undang-unaen@0O tahun 1998
tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankaaka sebenarnya
kewenangan untuk mengusulkan atau mencabut izink bdapat
berkonotasi sangat luas. Karena dengan adanya’dat#atau” diujung
alasan poin pertama, berarti kedua alasan terdeaifat kumulatif dan
alternatif sekaliguékewenangan Bl tidak berhenti pada pencabutan izin
usaha bank saja, namun juga sampai proses pemhbubadan hukum.
Dimana dalam proses ini Bl juga bertanggungjawatamemua hak dan
kewajiban dari bank yang di tutup tersebut termaguda menjamin
seluruh dana nasabah yang di simpan tersebut &epdiali ke nasabah
dengan utuh. Hal ini juga terkait kebijakan pentatinpada saat terjadi
krisis moneter di tahun 1997-1998 dimana untuk reerzplikan
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasigeaherintah
mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank uiaon di kenal
dengan blanket guarante2 Namun dalam prakteknya, kebijakan
penjaminan secara tak terbatas ini merugikan nesjab@atmoral hazard
dari semua stakeholder, baik pemilik bank maupga pasabah bank.
Pelaksanaan likuidasi bank menurut UU Perbankanuiiai ketika
suatu bank izin usahanya telah di cabut oleh Bhjugian pencabutan izin
usaha ini di teruskan dengan pembubaran badan hwermkemudian
diakhiri dengan proses likuidasidimana dalam hal likuidasi bank,
Undang-undang memerintahkan kepada direksi untukgadakan Rapat
Umum Pemegang Saham(RUPS) sesaat setelah izia sshbhah bank di
cabut, dimana agenda dari RUPS tersebut adalahk umiiakukan
pembentukan tim likuidasi yang akan bertanggungafavatas segala
proses likuidasf.Selain itu undang-undang juga memberikan wacaan ak
adanya proses likuidasi yang di lakukan berdasakenginan dari si

* Munir Fuady,Hukum Perbankan ModerBandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hal.134

® Adrian SutediHukum Perbankan]akarta: Sinar Grafika, 2007, Hal. 133

® Adrian Sutedi, Ibid,. Hal 139

" Indonesia, (d)ndang-undang Tentang Perbankaf) No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun
1998, TLN No0.3790, pasal 37 ayat (2)

Unisias Indonesia
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pemilik. Namun khusus mengenai likudasi yang dulkan atas inisiatif
pemiliki bank seperti ini, di berlakukan syarat+gtayang berbeda dengan
syarat likuidasi bank pada umunya, dalam pasal t@téran Pemerintah
tentang Pencabutan Izin Usaha, disayaratkan sebamk yang ingin
melikuidasi dirinya sendiri haruslah memenuhi uasusur, yang relatif
lebih ketat dan rumit salah satunya adalah menkapatin dari Bank
Indonesia dimana izin hanya bisa di dapatkan b#akbyang ingin di
likuidasi telah melunasi seluruh kewajibanya.

Namun seiring dengan keberlakuan undang-undang4ntalun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(selanjutisgbhut UU LPS),
terjadi perubahan sistem dalam hal penanganan dayejesaian bank
gagal di Indonesia, termasuk salah satunya LPS likerkéwenangan
penuh untuk melakukan likuidasi bank. Mengenai keamgan terhadap
bank gagal diatur di dalam bab VI UU LPS. Salak gainsip yang dianut
UU LPS dalam rangka mempertimbangkan dilakukan aipenyelamatan
bank gagal adalaheast cost principle yaitu bahwa perkiraan biaya
penyelamatan secara signifikan lebih rendah dasip&ehya tidak
melakukan penyelamatan bank dimaksud, selain perkirakan bahwa
setelah diselamatkan, bank masih menunjukan progpeka yang baik,
dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi atau LP&murtuskan untuk
tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS im@nbembaga
Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini Bl untukkumencabut izin
usaha bank bersangkutahial ini merupakan salah satu dari kewenangan
LPS yakni turut aktif dalam memelihara stabilitesesm perbankan sesuai
dengan kewenangariya

Bagi bank yang tidak di selamatkan di lakukan psoldauidasi,
dimana pada proses likuidasi ini sendiri banyakabekasalah-masalah

yang ditemukan, yang bisa di kategorikan menjadia&dalah yang utama

® Adrian Sutedi, lbid,. Hal 140
® Indonesia, (bndang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpad@niNo. 24 Tahun 2004,
LN No.96 Tahun 2004, TLN No0.4420, pasal 4 huruf b

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



yakni dalam hal pencairan dan pembayHtamalam hal pencairan
misalnya, masalah yang timbul biasanya terkait dengset-aset bank
yang tidak mudah untuk di lakukan eksekusi, sepeigalnya suatu benda
yang dijadikan agunan dalam kredit tidak memilikhpbuktian yang kuat
ataupun nilai agunanya tidak sesuai dengan niikyang ada.

Terkait dengan simpanan nasabah yang banknya wjp,tmaka
LPS menjamin simpanan tersebut dengan beberapatg\@apun jenis
simpanan yang menurut ketentuan tidak dapat dibalgr LPS ketika
terjadi penutupan bank, yaitu:

- simpanan yang jumlahnnya melebihi batas maksithahiliar atau

bunganya yang melampaui nilai bunga yang telamulikan LPS

- simpanan yang tidak tercatat dalam pembukuan*bank

Permasalahan yang sering timbul adalah pada sa@ntukan simpanan
mana saja yang layak bayar. Walaupun secara katertertulis jelas
bahwa hanya simpanan yang tercatat saja yang akdmaydr, bukan

berarti LPS bisa lepas tangan terhadap simpangpasiam yang tidak
tercatat, hal ini dikarenakan pada prinsipnya nalsaiidak mengetahui
bahwa simpanan mereka di bank tidak dicatat olebkpbank. Salah satu
hal yang mengakibatkan sebuah simpanan tidak ahpayarkan adalah
pelanggaran yang dilakukan bank dengan tetap mepgim dana pada
masa bank yang bersangkutan masuk dalam pengavkiseus BI,

sehingga hal ini mengakibatkan dana yang dihimpdakt termasuk
simpanan yang dapat dibayarkan.

Pada kasus seperti ini banyak masalah yang mébeakangi
sehingga hal seperti ini terus terjadi, hal yanggmea ialah efektifitas
pengawasan yang di lakukan oleh Bl, yang memiliewenang untuk
menentukan bank yang masuk dalam pengawasan khasus tidak
memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk raetau penerapan

sanksi yang dikenakan pada bank, sehingga hal @mumgkinkan bank

19 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Prisna dariilikisidasi LPS.Wawancara dilakukan
pada hari jumat 19 Maret 2010 di Kantor Lembaggd®aim Simpanan Jakarta
Y hitp://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=simpandirekses pada hari Rabu 24 Maret 2010
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1.3

tetap dapat menghimpun dana dari masyarakat alibatlaktahuan
masyarakat bahwa bank yang bersangkutan masuk dadsigawasan
khusus. Selain itu masalah lain yang timbul adasépakah yang harus
bertanggungjawab pada simpanan nasabah yang dihisglama bank
masuk dalam pengawasan khusus. Masalah ini kelakg wg&an coba
penulis bahas di dalam skripsi ini dengan mendasargada studi
kepustakaan dan juga gejala yang terjadi di lapamgangan melakukan
studi kasus pada BPR Bungbulang Garut.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan sebejamn
permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sshmagikut:
1. Kedudukan dan tanggung jawab Lembaga Penjamrmp&sian terhadap
penanganan nasabah bank yang di likuidasi ?
2. Bagaimanakah proses likuidasi PD BPR Bungbul@agut yang di

lakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ?

Tujuan Penelitan

1. Tujuan umum

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu Inukperbankan
pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiranpbea praktisi
hukum khususnya kepada lembaga perbankan dalanpdiaksanaan
likuidasi bank

2. Tujuan Khusus

a.Untuk mengetahui permasalahan yang timbul selgasundengan
proses likuidasi sebuah bank

b.Untuk mengetahui kedudukan dan peranan LPS daalaksanaan
likuidasi bank setelah keberlakuan Undang-undang2#otahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan
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14  Manfaat Penelitian
1.Secara teoritis berguna bagi kalangan industn praktisi di bidang
perbankan, untuk lebih memahami kedudukan LPSgseélmdoritas untuk
melakukan likuidasi bank di Indonesia terutamaelaét berlakunya
Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Kegunaan bagi masyarakat, sebagai salah satwr ursng
berkepentingan terhadap lembaga perbankan, maldaitn ini menjadi
media sosialisasi atas perkembangan dan perubatantuan di bidang
perbankan khususnya yang terkait dengan proseduoyefesaian bank
yang mengalami gagal usaha

1.5 Definisi Operasional
Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kprgggma memahami
pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyatehiging bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta earapimbses dalam
melaksanakan kegiatan usahdfiya
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun damamdayarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepadyamsksit dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya datangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan olsliarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalamulbbé&siro, Deposito,
Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentukytipang dipersamakan
dengan itt
4. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menetdpkanya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian baekagaimana

dimaksud dalam dalam Undang-Undang yang beftaku

? Indonesia (app.cit, Pasal 1 angka 1
“ Ibid., Pasal 1 angka 2

“ Ibid., Pasal 1 angka 5

'3 bid,. Pasal 1 angka 17

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



5. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukumg ya
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanasabah
penyimpan melalui skim asuransi, dana penyanggaskim lainy&®

6. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang émdiem dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas darpucamngan
pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk Hadlyyang secara tegas

diatur dalam undang-undang fi.

1.6  Metode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kekastn atau
penelitian hukum normative dengan tipologi peratitdari sudut sifatnya
adalah penelitian deskriptif, menurut bentuknya adalah penelitian
diagnostik® dan evaluativé? menurut tujuannya adalatact finding™
berdasarkan penerapannya adalah penelitian berfokasalah, dan
menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitiannaddipliner.
Disiplin ilmu yang digunakan dalam penulisan indakarkan pada satu
disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data sekundea. $a&tinder
adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Bamakum yang
dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hwdekander, dan

'8 bid., Pasal 1angka 24

" Indonesia, (c)undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-uméRapublik Indonesia

No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonedid, No.3 Tahun 2004, LN No 7 Tahun 2004, TLN

No 4357, Pasal 4 ayat (2)

18 penelitian deskriptif adalah penelitian yang beetn untuk menggambarkan secara tepat sifat
suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompoleméut atau untuk menentukan frekuensi suatu
gejala.

19 penelitian diagnostic adalah penelitian yang dikak untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya
suatu gejala.

% penelitian evaluative adalah penelitian dimanarasep peneliti memberikan penilaian atas
kegiatan atau program yang telah dilaksanakan

2l penelitian fact finding adalah penelitian yangtljeen menemukan fakta suatu gejala yang
diteliti.
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bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdirii ddorma Dasar
(Pancasila), Peraturan Dasar (Undang-Undang Da84b)1 Undang-
Undang, dan Peraturan Perundang-undangan lainngharB hukum
sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan inforeas hal-hal yang
berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta im@fgasinya, misalnya
rancangan undang-undang, laporan penelitian, artkeiah, buku,

makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan peaslikripsi, tesis, dan
disertasi. Adapun bahan hukum tersier adalah bhbhan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadapnblahleum primer
atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, akmaribliografi,

buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, enmklia, indeks artikel,
kamus, penerbita pemerintah, sumber biografi, sundgeografi, dan
timbangan buku.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah stklimen dan
ditunjang dengan metode wawancara di Direktorat uduk Bank
Indonesia, Divisi Likuidasi dan Divisi Peraturan rieaga Penjamin
Simpanan, serta Tim Likuidasi PD BPR BungbulanguGaiMengenai
metode pengolahan dan analisa data yang dipakiaihaufeetode kualitatif.
Metode kualitatif bertujuan untuk mengerti atau rabami gejala yang

diteliti. Data yang dihasilkan adalah data desKraptalitis.

Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan skipsi bertujuantulu
memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pesdra skripsi,
yang dapat dilihat dari hubungan antara satu baggsrgan bagian yang
lain dari seluruh isi tulisan sebuah skripsi. S&ripi penulis bagi dalam 5
(lima) bab, yang terdiri dari:
BAB 1 merupakan pendahuluan, yang mengemukakam tetkakang
permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitianfaat penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistéaa penulisan.
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BAB 2 penulis akan menguraikan perihal tinjauan omuaentang
perbankan, rumusan pengertian mengenai bank, ammgngenai jenis
dan usaha bank, serta mengenai pengawasaan bari&lole

BAB 3 penulis akan menguraikan perihal LPS secamam, yang akan
menguraikan mengenai latar belakang pendirian darktsr organisasi
LPS, rumusan tentang fungsi dan kewenangan LPBkgamaan likuidasi
oleh LPS serta tindakan resolusi bank oleh LPS

BAB 4 penulis akan menguraikan perihal kedudukan jdga peran LPS
dalam pelaksanaan likuidasi bank, tinjauan umum gaeai likuidasi
bank, serta pelaksanaan resolusi bank oleh LPSadeph PD BPR
Bungbulang (DL)

BAB 5 penulis akan memberikan kesimpulan dari yéelgh diuraikan
dalam bab-bab terdahulu, dan dalam bab terakhipemulis juga akan
memberikan saran-saran yang berhubungan dengaramasag penulis

bahas.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

21 Definisi Umum Perbankan dan Fungs Bank
2.1.1 Pengertian Bank

Secara garis besar lembaga keuangan dapat diketampaoenjadi
lembaga keuangan bank, atau seringkali dapat disslinagai bank, dan
lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bakéarterdiri dari
lembaga-lembaga keuangan yang fungsi dan kegiatkokpya berbeda
dengan bank, misal asuransi, dana pensiun, pegatiasing”. Definisi
bank sendiri sebagaimana di atur oleh ketentuarg \zarlaku, dapat
bervariasi antara satu negara dengan negara la@skipun demikian
terdapat kesamaan sifat-sifat dasar dari suatu lyakki, 1) memiliki
kewajiban yang harus di bayar setiap saat apabtigth yaitu dana-dana
yang di simpan oleh masyarakat; 2) memiliki hagag tidak likuid yang
penilaianya tidak mudah serta berjangka waktu ldédmha dibandingkan
dengan kewajiban yang dimilii Definisi ini menjadi penting, khususnya
terkait dengan fungsi dan tujuan didirikanya sula#&mk selain itu dari
definisi ini juga dapat dilihat bahwa bank memilikingsi intermediasi
yang menjembatani pihak-pihak yang kelebihan damman pihak-pihak
yang membutuhkan dana, sehingga sebagai lembagatper, pihak-
pihak yang kelebihan dana tadi baik perseorangadarb usaha, yayasan
maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan dananigan& dalam
bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposit@aigka sesuai dengan

kebutuhan dan preferensif§a

*? Suseno dan Piter AbdullaBjstem dan Kebijakan Perbankan di Indonedikarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indon26id3, Hal.4

# Suseno dan Piter Abdullatid., Hal 5

** Suseno dan Piter Abdullalibjd,. Hal 5
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Dalam suatu kamus, kata bank diartikan seb&gai :

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uanrgmberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fertentu
dengan cek, notes, dan lain-lain dan juga memgleroéuntungan
dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.

2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3. Gedung atau kantor tempat dilakukannyastaksi bank atau
tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Apabila kita menelusuri kembali sejarah terminoldgzank”, maka
kita akan menemukan bahwa kata bank berasal daaishatalia "banca”
yang berartbenceyaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman
pertengahan, pihak bankir italia yang memberikanjaphan-pinjaman
melakukan usahanya tersebut dengan duduk di baveykgku di halaman
pasar® Secara normatif bank memiliki pengertian sebagalab usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat. Baik undadgng yang lama
maupun yang baru memberikan pengertian yang samentgbank, hanya
saja undang undang-undang perbankan yang baru memgian
kedudukanya sebagai lembaga keuangan dan digéfdahmya dengan
badan usaha, perubahan ini dilakukan guna menumjlledawa bank
kedudukanya sebagai perusahaan yang bertujuan medmamtungan
sedangkan istilah lembaga keuangan bukan merupadarsahaan yang
profit oriented dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan
bersifat sosial. Adapun pengertian bank menurut angeindang
perbankan yang baru, yaitu di dalam pasal 1 angkdl2 tersebut

menyebutkan

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana daasyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadyaresat dalam

* Thomas Suyatnd¢elembagaan Perbankamjarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hal
31
% Munir Fuady,Op Cit,Hal 13
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bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalaamgka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”

Selain itu dalam dictionary of banking, pengertiamk adalah

"Organization usually a corporation, that aceept pisit, make loans,
pays cheque, and perform relate services for tHaiQuA bank act as a
middleman between suppliers of fund, collectings¢héund from three
sources: demmand deposits (checking), savings iamel deposit; shor-

term borrowings from other banks;and equity capital

Dari dua pengertian diatas, satu hal yang padiamendefinisi dari
bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpunmdayarakat, dan
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal merupakan
karakteristik khusus dari lembaga perbankan yadgktidi miliki oleh
lembaga keuangan lainya. dimana karakterisitik khuai menyebabkan

bank diatur dalam suatu ketentuan khusus yangodit $&ikum perbankan.

2.1.2 Definisi Hukum Perbankan

Sedangkan hukum yang mengatur mengenai masalaangerp di
sebut hukum perbankan, yaitu seperangkat kaidakirhutalam bentuk
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktdan lain-lain
sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah pembaskbagai
lembaga dan aspek kegiatanya sehari-hari, rambbuagang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugashak kewajiban,
tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersang&oyan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak llikgtukan oleh bank,
eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaamgan dunia

perbankan tersebiit

*” http://www.allbusiness.com/glossaries/bank/495218%ml di akses pada hari selasa tanggal 13
April 2010
%% Munir Fuady,Op Cit.,Hal 13
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Sementara itu menurut Muhammad Djumhana, hukumep&en adalah

“Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatanbaga keuangan
bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari seggensi, dan

eksistensinya, serta hubunganya dengan bidang kphidyang lain®

2.1.3 Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 rtgnta
Perbankan, bank di Indonesia dalam melakukan ugahéerasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kéhaan.
Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarPancasila dan
UUD 1945% Sedangkan terkait dengan prinsip kehati-hatiaag&imana
di sebutkan dalam ketentuan, tidak ada penjelas@ara resmi, tetapi kita
dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang texfigat di
dalamnya, terutama dalam membuat membuat kebijd&armenjalankan
kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wawvgetlya masing-
masing secara cermat, teliti, profesional sehinggemperoleh
kepercayaan masyarakat, selain itu bank dalam ma&ink®bijakan dan
menjalankan kegiatan usahanya harus selalu memségala peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara konsistegaxealidasari oleh
itikad baik®* Sehingga terkait dengan hal tersebut, maka undadgng

merumuskan fungsi utama bank adalah :

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyalBaiket bertugas
mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka se

simpanan dalam rekening koran atau giro.

* HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesiakarta: Pranada Media Grup, 2009, Hal
39
*® http://www.afand.cybermqg.com/post/detail/2357/ssliaperbankan--pengertian-asas-fungsi-

dan-tujuandi akses pada hari Jumat 14 Mei 2010
*' HermansyahQp Cit.,Hal 19
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Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Baeknberikan

kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutantakwnsaha-

usaha produktif?

fungsi ini menggambarkan bahwa perbankan nasiokita

mempunyai ciri khas tersendiri, yang merupakan Ktaraperbankam

nasional kita, dimana bank di tuntut untuk memitijuan yang strategis

dan bukan hanya berorientasi ekonomis semata,i tietg@ berorientasi

pada hal-hal non-ekonomis yang mencakup antaraskaibilitas politik

dan stabilitas sosiél Kekhasan ini banyak di pengaruhi oleh ideologi

pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalanmmaaridj-Undang
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, kekhgesag terlihat jelas
dalam kehidupan perbankan Indonesia, di antardhya:

3.

Fungsi perbankan di tujukan untuk untuk memupjpelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan rptaaa,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kb pesmingkatan

kesejahteraan rakyat banyak

Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk niereeli
kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, guga
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmu
berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar ranega
Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan perbaimkibnesia
harus banyak memperhatikan keserasian, keselaradan,

keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsn, tnggung
jawabnya kepada masyarakat tetap harus senangegarék cepat

guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakindaa luas

%2 |ndonesia (a)Qp Cit.,Pasal 3
% HermansyahQp Cit.,Hal 20
% Muhammad Djumhan#&jukum Perbankan di Indonesi@andung: PT Citra Aditya Bakti, 2003,

Hal 3-4
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dalam  perkembangan  perekonomian nasional maupun

internasional.
Secara lebih spesifik, fungsi bank dapat di kat&garsebagai berikéit

1. Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atperdayaan,
baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaldeara.
Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank ilapald
landasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat perdasfava
uangnya akan di kelola dengan baik, bank tidak dleargkrut, dan
juga percaya bahwa pada saat yang telah di janjikasyarakat
dapat menarik kembali simpanan dasarnya di bartkakPbank
percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakajarpanya,
debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayaa padt
jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitanpuayai niat
baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajitzanya

pada saat jatuh tempo.

2 Agent of Development
Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat ysatktor
moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan.dka sektor
tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu damaSektor
riil tidak akan dapat berjalan dengan maksimal apabektor
moneter tidak dapat berjalan dengan baik. Tugak ls@ibagai
penghimpun dana dan penyaluran dana sangat dikparluntuk
kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riilgig&an bank
tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investas
distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mgag semua
kegiatan investasi, distribusi, dan juga konsunetals berkaitan

* Tara Riandikakewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuisk Yang

Berbentuk Hukum Perusahaan DaeréBkripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), H8all9.
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dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ak ki adalah
kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Service
Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan geran
dana, bank juga memberikan jasa-jasa perbankan Kepada
masyarakat. Jasa-jasa yang di tawarkan bank ini leganya
dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara uagatjasa
bank ini antara lain dapat berupa jasa pengirimangy jasa
penitipan barang berharga, jasa pemberian jamiaak, lwan jasa
penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas di harapkan dapat meikdoer
gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai iflbragsk dalam
perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat tkaar sebagai
lembaga perantara keuangan at@oancial intermediary institutiorsaja.
Fungsi perbankan di arahkan kepada peningkatard tadap rakyat
banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik danhtsm daripada
sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fopgs perbankan
Indonesia harus mengacu pada tujuan perbankanbirsklengingat
perananya maka dalam rangka mencapai tujuan pembamghasional,
maka tidak berlebihan apabila terhadap perbankeseliat pemerintah
mengadakan pembinaaan dan pengawasan yang kehaia se didasari
oleh pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesmanpu berfungsi
secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindsgcpra baik dana
masyarakat yang di titipkan kepadanya, serta mamenyalurkan dana
masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang prodidadi pencapaian
sasaran pembangun#h.

** Muhammad Djumhan@p Cit.,Hal 4
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2.2  Jenisdan Usaha Bank

2.2.1 Jenis Bank
Pembagian bank berdasarkan jenisnya di lakukan guna

penyederhanaan struktur perbankan sehingga memamatdalam

mengadakan pengawasan bagi otoritas yang berweRangbagian jenis
bank yang di atur dalam undang-undang hanya merdespada seqgi
fungsi bank, yang di lakukan guna memperjelas ruengup dan batas-

batas kegiatan yang dapat di selenggarakauapun jenis bank yang di

atur dalam Undang-Undang Perbankan ad&lah

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiasaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syargig ydalam
kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas peaizany”

& Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang mela#kkan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan psgaiah yang
dalam melaksanakan kegiatanya tidak memberikandalsen lalu
lintas pembayaraf?.

Untuk bank umum, dapat mengkhususkan diri untulkaksginakan
kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yatgh Idesar pada
kegiatan tertentu. Yang di maksud dengan “mengldkesu diri” pada
kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan ipga@m jangka
panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi,gepamangan
pengusaha ekonomi Ilemah/pengusaha kecil, pengelabargkspor
nonmigas, dan pengembangan pembagunan perurfidtiarberbeda
dengan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki rudingkup yang
sempit dalam kegiatanya, selain itu perbedaan yairnialah dalam hal
kepemilikan dimana bank umum dapat dimiliki olelya&, swasta asing
atau swasta nasional atau kepemilikan campuran,jag@a milik koperasi

* Muhammad Djumhandbid., Hal 87
** Indonesia (a)Qp Cit.,Pasal 5
**Ibid., Pasal 1 angka 3

**bid., Pasal 1 angka 4

* HermansyahOp Cit.,Hal 21
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sedangkan bank perkreditan rakyat hanya dimunghrink@uk di miliki
oleh pihak negara yang dalam hal ini pemerintatratgeswasta, dan
koperasi saja. Selain itu terkait dengan pencipteany giral, hanya bank
umum sajalah yang bisa menciptakan uang giral, ngg@da bank
perkreditan rakyat dilarang untuk memberikan sinapaberupa giro, dan
ikut serta dalam lalu lintas pembayafan.

Terkait dengan fungsinya,maka fungsi bank umumaddsébagai
berikut??
1z Mengumpulkan dana yang sementara mengangguiuk unt

dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli suraatsimerharga

(financial investment
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaramguan

Menjamin keamanan uang masyarakat yang seraeriidak

digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, Ketvan
4, Menciptakan kreditcfeated money depojgityaitu dengan cara

menciptakandemand deposi{deposito yang dapat di uangkan
sewaktu-waktu dari kelebihan cadanganya)

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, pada dgs@ka dilihat
dari ruang lingkupnya, bank perkreditan rakyat psakanya berfungsi
sebagai penyalur kredit kepada para pengusaha nkiécd dan menengah
serta juga menerima simpanan dari masyarakat. Dpknygaluran kredit
kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitatTéfaktu, Tepat
Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yaladgif cepat,
persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengeam &ebutuhan
nasabaff? Fungsi bank perkreditan rakyat yang tidak sebandiengan
bank umum merupakan suatu keniscayaan, mengingtgrbkéasan
wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengayahan yang terbatas

pula. Namun sesungguhnya bank perkreditan rakydtadapkan dapat

* Muhammad DjumhanaQp Cit.,Hal 87
* Muhammad Djumhanalbid., Hal 87
* http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/916BOAF8-2103-476 RBE-

38A59430600C/1484/MengenalBPR.glilfakses pada hari Jumat 14 Mei 2010
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mengambil peranan yang tidak dapat dilakukan obafiklumum.Hal ini
terkait dengan bank perkreditan rakyat yang adakhh satu bentuk
lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah iilenakar dalam
sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia,degvey dilihat dengan
telah adanya lembaga keuangan ini ditengah masjalattonesia seperti
di Jawa pada tahun 1900 (Colter,1984)

Seperti kita ketahui, kantor-kantor cabang bankumirbiasanya
berada di pusat kota yang tidak dapat di jangkaeh ahasyarakat
pedesaan, di sinilah bank perkreditan rakyat dajeatjalankan fungsinya
mengingat letak kantor bank perkreditan rakyat yaegda dekat dengan
pemukiman penduduk pedesaan. Selain itu bank mbki&ne rakyat
memiliki karakter khusus seperti memiliki berbadmntuk pelayanan
keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukamk melayani
usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan desigam serta
prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutlhplikasinya
adalah hubungan kemitraan yang solid dan bersifaualisme menjadi
keunggulan bank perkreditan rakyat dibanding denggank umum
(Pikiran Rakyat, Juli 2004)

Peran ini menjadi penting ketika tiba saat masadoek tanam di
mana penduduk pedesaan yang sebagian besar bsrmeli@gai petani
membutuhkan modal untuk menggarap lahanya, dalandigio yang
demikian apabila bank perkreditan rakyat tidak tap@enjalankan
fungsinya dengan optimal maka dapat di manfaathkah gentenir yang
memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik arasat. Selain
itu di harapkan bank perkreditan rakyat dapat nénjgung tombak
dalam pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, dan ngalenyang selama

ini penyaluranya di rasakan masih sangat rendah.

“http://webcache.googleusercontent.com/search?ge®s@h5jPzOMYwD8UJ%3Awww.bi.go.i

d%2FNR%2Frdonlyres%2FED5A6521-FF67-4868-

A12B983C24B7052D%2F952%2FStudiPeningkatanPeranBakk&litanRakyatBPRDalam.pdf

+fungsi+bank+perkreditan+rakyat&hl=id&gl=idi akses pada hari Jumat 14 Mei 2010
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Selain pengaturan dalam UU Perbankan, terdapahtkete lain
yang juga mengatur tentang jenis bank, selain bamkim dan bank
perkreditan rakyat, yakni undang-undang no 21 taB008 tentang
Perbankan Syariah. Ketentuan ini menjelaskan jeak yang lain yakni
bank syariah, sebuah konsep bank yang di dasarkda gjaran Islam,
yang lahir akibat kebutuhan masyarakat khususnyg yeeragama Islam
terhadap bank yang tidak mendasarkan usahanya paug, yang di
anggap sebagi praktek riba yang di haramkan daéaaralslam. Sejarah
lahirnya bank syariah di Indonesia di tandai denda@andatanganinya
akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMIdgaanggal 1
Nopember 1991. BMI ini lahir berkat hasil kerja TBM(Tim Perbankan
Majelis Ulama Indonesid). Dan kemudian di ikuti dengan berdirinya
bank-bank syariah yang lain, termasuk bank-bankvéwsional yang
membuka unit usaha syariah.

Dengan adanya undang-undang no 21 tahun 2008 neakarxan
syariah di Indonesia memiliki payung hukum yangtkyeda umumnya
sistematika pengaturan UU Perbankan Syarisdama dengan UU
Perbankan, yait@antara lain meliputi azas, tujuan damgsi; perizinan,
bentuk badarnukum; jenis dan kegiatan usaltahasia bank; pembinaan
dan pengawasan; dengan beberaparbedaan prinsip di dalamnya
khususnya yang menyangkut aspskariah, di samping itu terdapat
beberapa pengaturan baru yaitengenai tata kelola, prinsip kehatihatian,
dan pengelolaan risiko;penyelesaian sengketa; Kdpatbankan Syariah;
self liquidation, serta perluasan kewenangapengawasan Bank

Indonesi&’

“http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&idline=853di akses pada hari Minggu

14 Nopember 2010
47 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4888C7-

61D01BE47127/15112/03_Sekilas_Ulasan_UU_Perbankemia®1.pdfdi akses pada hari

Minggu 14 Nopember 2010
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2.2.2 Bentuk Badan Hukum Bank

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyaralket,haaus
memiliki legalitas yang jelas dalam melakukan tkaatindakan terkait
fungsinya, untuk itulah bank haruslah berbadan hukentuk dari badan
hukum bank ini sendiri berbeda-beda tergantung ksutuhan dan juga
kepemilikanya. Selain itu juga terdapat perbedaamtuk badan hukum
antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk bentuk badan hukum bagi bank umum terdapatbpéan
seiring dengan perubahan undang-undang perbankamdang-undang
no 7 tahun 1992 di pasal 21 ayat (1) di sebutkdmvbeébadan hukum bank
dapat berbentuk:

a. Perusahaan Perseroan
b. Perusahaan Daerah

e Koperasi

d. Perseroan Terbatas

kemudian di undang-undang perbankan yang barupkdrddan hukum
perseroan tidak berlaku lagi bagi Bank Umum. Sejangndang-undang
no 10 tahun 1998 hanya mengakomodir bentuk badkanmiagi Bank

Umum, yakni:

a. Perusahaan Daerah
b. Koperasi

C. Perseroan Terbatas

3 bentuk badan hukum ini tunduk pada undang-undarg berbeda
terkait dengan status badan hukumnya tersebut. ikt yang berbadan
hukum perusahaan daerah di atur dalam undang-undasgtahun 1962
tentang Perusahaan Daerah, namun undang-undatedaimidi cabut oleh
undang-undang nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyaidak Berlakunya
Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintaggaeti Undang-
Undang, dan sampai sekarang belum ada ketentuagggeimya. Bagi
bank yang berbadan hukum perusahaan daerah, nasysahamnya di
miliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan bentukabddikum koperasi

di dasarkan pada undang-undang no 25 tahun 19&hteRerkoperasian,
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sehingga bagi bank umum yang berbadan hukum kopesxasa dalam
melaksanakan kegiatanya tidak terlepas dari prApsisip koperasi

berupa®®

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

C. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secaraedsiinding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadaplmod
o kemandirian
Dan bentuk badan hukum terakhir bagi bank umumahd&erseroan
Terbatas (PT), bentuk ini adalah bentuk paling undam paling banyak di
gunakan oleh bank umum di Indonesia. Untuk bankmrgang berbadan
hukum PT memiliki dasar hukum undang-undang no &tun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sehingga organ-orgam a@a di bank di
sesuaikan dengan ketentuan ini, seperti dewan lkoisislireksi, dan juga
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai orgagdetiagi bank
yang berbadan hukum PT.

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, bentuk rbdd&um
yang di atur oleh undang-undang perbankan, tidakéalalu berbeda

dengan bank umum, yaifd:

a. Perusahaan Daerah
b. Koperasi
C. Perseroan Terbatas

d. Bentuk lain yang di tetapkan dengan Peraturameifiatah

Bentuk badan hukum yang di tentukan oleh undanguugdperbankan
bagi bank perkreditan rakyat ini, tidak memilikirpedaan yang signifikan
dengan bank umum, namun bagi bank perkreditan taieydapat satu
poin tambahan bagi bentuk badan hukum, dimana gadadang juga
mengakomodir bentuk lain bagi bank perkreditan aakyDi dalam

“8 IndonesiaUndang-undang Tentang Perkoperasiat) No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun
1992, TLN No0.3502, pasal 5 ayat (1)
“? Indonesia (a)Qp Cit.,Pasal 21 ayat (2)
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penjelasan pasal 21 ayat (2) adanya bentuk lain dztan hukum bank
perkreditan rakyat adalah di maksudkan untuk meogaklir
penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih k@i biasanya
berada di daerah pedesaan, seperti bank desa, ngndesa dan juga
badan kredit desa.

Selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, updsagdang
perbankan juga mengatur bentuk badan hukum badi ymmgy merupakan
kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang loeitkekan di luar
negeri. Untuk bank yang seperti ini, undang-undpedpankan mengatur
bentuk badan hukum mengikuti bentuk badan hukumi #antor

pusatnya’

2.2.3 Usaha Bank
Jenis usaha-usaha yang boleh di lakukan oleh sbatik

tergantung jenis dari bank tersebut. Untuk bank mmundang-undang

perbankan menentukan usaha seperti apa yang diplekba untuk di

lakukan, yaitd":

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam benix deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/dieotuk lainya
yang di persamakan dengan itu

2. Memberikan kredit
Menerbitkan surat pengakuan utang

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risikadg@maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan semadipun untuk
kepentingan nasabah

6. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau njemigan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan suragnaa

% Indonesia (a)lbid., Pasal 21 ayat (3)
*! Indonesia (a)Qp Cit.,Pasal 6
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11.

12.

13.
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telekomunikasi, maupun dengan wesel dengan unjek, atau
sarana lainya

Menerima pembayaran dari tagihan atas suratalgah dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak&etig
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang deat berharga
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingahalp lain
berdasarkan suatu kontrak

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepeddah lainya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatatidia efek
Melakukan kegaiatan anjak piutang, usaha k&redit, dan
kegiatan wali amanat

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan tieegidain
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketenyaag di
tetapakan oleh Bank Indonesia

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukameho bank
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undarigarikan
dan peraturan perundag-undangan yang berlaku.

13 (Tiga Belas) hal inilah jenis-jenis usaha yaoteh di lakukan

oleh sebuah bank umum. Namun selain melakukan teegizsaha yang

telah di sebutkan di atas, bank umum dapat puldakmkan kegiatan

lainya dalam rangka memberikan pelayanan pada ahsga sekaligus

sebagai langkah investasi bank guna mendapatkanjiuman, kegiatan

tersebut adalaff

1.

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan emnei
ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bamk @rusahaan
lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usabdalnventura,

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliringebesaian dan

*? Indonesia (a)lbid.., Pasal 7
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penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang qikestaoleh
Bank Indonesia

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementartk unengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiaya&adabarkan
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembalyertaanya
dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan olek Balonesia

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pesgiana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peruncataggan

dana pensiun yang berlaku.

Langkah investasi yang di lakukan bank sebagaindasabutkan
dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perbankanys
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksg@aa hal ini
mengingat dana yang di gunakan dalam kegiatanbiersadalah dana
nasabah. Khusus mengenai kegiatan penyertaan nialak Indonesia
sebagai otoritas pengawas perbankan memberikanatsybahwa
penyertaan modal hanya dapat di lakukan untuk tasegangka panjang
dan tidak untuk di maksudkan untuk jual beli sahal®pgan jumlah
seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25%i gaodal bank®
Secara lebih rinci, Bank Indonesia menentukan peasgn sebuah bank
yang dapat melakukan kegiatan penyertan modal. Bankm dapat
melakukan kegiatan penyertaan modal apabila:

1. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modainidhum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Tidak menganggu kelangsungan usaha bank dak tdaara
material meningkatkan profil risiko bank

3. Bank memiliki pengendalian intern yang memadduk kegiatan

penyertaan modal

>* Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bardohesia‘Booklet Perbankan Indonesia
2008”, Jakarta:Bank Indonesia, 2008, Hal. 134
>* Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bantohesialbid., hal 133
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4. Rencana penyertaan modal telah di cantumkammd&ancana
Kerja Tahunan Bank

5. Bank tidak sedang dalam pengawasan intensifidtiegenempatan
bank dalam status tersebut karena bank berperamp aignifikan
terhadap risiko sistematik dalam sistem perbankan dtau
memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomésioanal

6. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khaessai
ketentuan berlaku

d Bank tidak sedang dikenakan sanksi admisniStragrupa
pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 butakhie oleh
Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

Syarat-syarat ini di tetapkan, guna mencegah aikgétugian dari kegiatan

penyertaan modal yang di lakukan oleh bank, selirdgpat di pastikan

bank-bank yang melakukan kegiatan penyertaan madaimiliki

kompetensi, integritas sekaligus kekuatan modabyanmpuni. Jadi di

harapkan meminimalisir penyertaan modal yang siatspekulasi yang

pada akhirnya berujung pada kepailitan bank.

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat undang-gnhade@ngatur
secara tersendiri tentang jenis usaha apa saja alalp di lakukan.
Mengingat secara struktur keorganisasian dan siryktrmodalan yang
relatif sederhana, maka jenis usaha yang dapaikdkén juga terbatas
yang di sesuaikan dengan kemampuan dari bank pédmerakyat. Jenis
usaha yang boleh di lakukan oleh bank perkredi@kyat di dalam
undang-undang perbankan dalam pasal 13, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentukoditep
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainya yangetiamakan
dengan itu
Memberikan kredit
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana shekda
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang dpkanh oleh
Bank Indonesia

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



28

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Blalonesia,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atabungan pada
bank lain.

Selain menentukan jenis usaha apa saja yang dalp&ulan baik
oleh bank umum maupun oleh bank perkreditan rakyatiang-undang
perbankan juga menentukan usaha-usaha yang dilardog di lakukan,
hal ini sebagai langkah antisipatif yang di lakuk@ah undang-undang
untuk mencegah kerugian bank. Untuk bank umumsjesiaha yang
dilarang untuk di lakukan adalah:

1. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimamsakdud
dalam pasal 7 huruf b dan c

2. Melakukan usaha perasuransian
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha gsebwna
dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7
Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, jenis ugahg dilarang

tercantum di dalam pasal 14 Undang-undang perbanpk#n:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut sertantddalu lintas
pembayaran

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

S Melakukan penyertaan modal

4. Melakukan usaha perasuransian

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha gsebwna

dimaksud dalam pasal 13

Selain terbagi dalam bank umum dan bank perkrediayat, jenis
usaha yang di lakukan bank dapat pula di bedakanjaaie bank
konvensional dan bank syariah. 2 jenis usaha ipaddilakukan baik oleh
bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Untukk daamvensional,

prinsip dalam operasional dan kegiatan uasaha glatakukan memakai

> Indonesia (a)Qp Cit..,Pasal 10
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cara-cara konvensional, yaitu mengandalkan padpasian atau kredit
berdasarkan pada bunga bank. Selain itu juga adakbatasan mengenai
jenis usaha yang akan di biayai oleh bank konveasiaalam konteks
halal dan haram menurut norma agama Islam.

Sedangkan bank syariah merupakan jenis bank ydmg dana
mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang mengamygkiek bunga
bank yang di jalankan oleh bank konvensional adsésiuatu yang haram.
Bank syariah sendiri bukanlah hal baru di Indondsénk syariah sudah
beroperasi sejak tahun 1992, yaitu dengan berairiBgnk Muamalat
Indonesia. Namun bank syariah di atur secara forrsgjak di
amandemenya UU no 7 tahun 1992Berbeda dengan bank yang
beroperasi secara konvensional yang mempergunakan isinga, bank
syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi h&sidrang penabung di
bank syariah tidak menerima pendapatan dari buagg yang di tabung,
tetapi menerima pendapatan dari bagi hasil dara gamg di tanamkan di
bank®'Selain masalah bunga dan bagi hasil, hal prindailya yang
membedakan bank syariah dan bank konvensioanaktadddri segi
kelembagaanya, di mana di dalam bank syariah tetdajatu dewan yang
bertugas untuk melakukan pengawasan dari segi asyayakni
pengawasan mengenai produk-prodok dari bank syaagmr tidak

melanggar hukum Islam.

2.3 Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia
2.3.1 Definisi dan Tujuan Pengawasan Bank

Program restrukturisasi perbankaniomas telah dilaksanakan
melalui langkah-langkah antara lain program pemnjamiPemerintah, dan
program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembanga masih
terdapat Bank vyang dinilai mengalami kesulitan yardppat
membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sg@ebankan

nasional. Sehubungan dengan itu terhadap bank dirdgserlu dilakukan

*® Suseno dan Piter AbdullalQp Cit.,Hal 48
*” Suseno dan Piter Abdullaltbid
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langkah-langkah tertentu seperti pengawasan irfitefesa pengawasan
khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapgitdesecara efektif.
Bagi bank yang masih mempunyai prospek untuk mergatat perlu
dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehati@n bagi bank yang
tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukangkah-langkah
penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkanypeasan dan kriteria
yang jelas serta transparan mengenai tingkat kasulbank dalam
kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koorddzasimekanisme yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturErsiankan nasiondl.
Pada hakikatnya pengawasan bank di maksudkan untuk

meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang meygilkepentingan
dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergpkehat, bahwa bank
dikelola dengan baik dan profesional, serta didabank tidak terkandung
segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepantmgsyarakat yang
menyimpan dananya di bark.Sehingga dengan adanya pengawasan
maka akan dapat segera di ambil langkah-langkad gigrerlukan apabila
terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak difedearf® Dimana
lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawask laalalah Bank
Indonesia, seperti yang di sebutkan dalan pasaby28 (1) Undang-
Undang Perbankan. Dalam hal fungsinya sebagai pendan pengawas
bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mexniikan izin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, apkaet peraturan
termasuk peraturan yang memuat prinsip kehatismasarta mengenakan
sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan gaeraperundang-

undangarf?

*% http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+ganasan+Khususdi akses pada hari
Rabu tanggal 26 Mei 2010

*¥ HermansyahOp Cit.,Hal 175

%0 Suseno dan Piter AbdullalQp Cit.,Hal 17

®IDirektorat Perizinan dan Informasi Perbankan BamohesiaOp Cit.,hal 12

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



31

Terkait dengan kewenangan mengawasi bank yang ldi mieh

Bank Indonesia, hal yang dapat di lakukan oleh Blulonesia sebagai

otoritas pengawas bank terdiri dari 4 hal, y&ftu:

1. Kewenangan memberikan izin (“Power to license”)
Melalui kewenangan ini memungkinkan di tetapkakgtentuan
dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otopésgawas.
Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksngaawal
terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapta@ancdea
perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnysyg@tan
pendirian suatu bank menyangkut 3 aspek yaknia&kiihn moral
calon pemilik dan pengurus bank, kemampuan menkadidana
dalam jumlah tertentu untuk modal bank, serta kgguhan dan
kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus lalam
melakukan kegiatan usaha bank.. Kewenangan daibg@an izin
tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas baekcegah
terjadinya pendirian bank yang tidak di dukung @gengodal yang
cukup, yang kurang di persiapkan dengan baik asaug ylapat di
gunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau peng tanpa

mengindahkan kepentingan masyarakat.

2 Kewenangan untuk mengatur (“Power to regulate”)
Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoptsgawas
bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkutkasp
kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakdanya
perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa garbaesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapetagkan
anatara lain mencakup pengaturan likuiditas davabditas bank,
jenis usaha yanng dapat di lakukan, dan risiko axposureyang

dapat diambil oleh bank.

%2 HermansyahOp Cit.,Hal 177-179
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3. Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi (‘Power
control”)
Kewenangan untuk mengawasi adalah hal yang patiegdasar
yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Peagmnvbank di
laksanakan melalui pengawasan langsunig $ite examination)
dan pengawasan tidak langsudf Gite supervision Pengawasan
langsung adalah pengawasan dimana dilakukan dengadatangi
dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang logugan,
yang dapat pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.
Pengawasan umum ini bertujuan untuk memperoleh gemb
langsung tentang ketaatan terhadap peraturan yerigkb serta
untuk mengetahui apakah terdapak praktik-praktikgy@dak sehat
yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangka
pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yarigkdkan
dengan menggunakan alat pantau seperti laporaralbeykng di
samapaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dammaf lainya.
Dengan data yang di peroleh dari alat pantau tatseiioritas
pengawasan bank melakukan penilaian terhadap keadaha dan

kesehatan bank.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (“Power posa
sanction”)
Kewenangan ini merupakan kewenangan untuk merjatuh
sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memdral-hal
yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangasehet.
Pengenaan sanksi ini di maksudkan agar bank melakuk
perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yangukidanya.
Dengan kata lain, dalam pengenaan sanski olehtaggsengawas

bank tersebut mengandung suatu unsur pembinaan sagénu
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bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan pearatura
perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankag gehat.

Prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif padesadhya
mengacu kepada praktek-praktek pengaturan dan wasga bank terbaik
yang dilakukan di berbagai negara, prinsip-prirdagar tersebut menjadi
suatu dasar yang di rekomendasikan dd&sel Committee on Banking
Supervisionuntuk di terapkan di berbagai negara mencakup &kagaitu
kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang keha#ifha metode
pengawasan, informasi, masalah kewenangan, danaywesgn lintas
negara atau batasross bordef’>. Selain itu dalam menjalankan tugas
pengawasan bank, saat ini bank Indonesia sebagaiast pengawasan
bank, melaksanakan sistem pengawasan berdasadiste/® pendekatan,
yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan perajawasdasarkan
risiko. Pengawasan berdasarkan kepatuhan padangasarenekankan
pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan katekétentuan
yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bashddRatan mengacu
pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan umeknastikan bahwa
bank telah beroperasi dan di kelola secara baikb@aar menurut prinsip
kehati-hatian. Sedangkan pengawasan berdasarkéo maerupakan
pengawasan yang berorintasi kedepan, dengan meaiggumpendekatan
tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank diklakysada aktifitas

fungsional bank serta sistem pengendalian riSiko.

2.3.2 Pengawasan Normal

Pengawasan normal juga biasa di sebut sebagai\wasga rutin.
sesuai dengan namanya, pengawasan ini di lakukginobak-bank yang
memang dikategorikan tidak memiliki permasalahanlarda hal
operasionalnya. Pengawasan ini dilakukan terhadaj pang memenuhi

kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahkgn kelangsungan

® Suseno dan Piter AbdullalQp Cit.,Hal 18-19

* Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BamiohesiaDp Cit.,hal 14
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usahanya. Dengan kata lain bank yang masuk dalagap&asan normal
tergolong bank sehat. Secara sederhana bank yaagatalah bank yang
dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu tdapenjaga dan
memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankangsi
intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu ligesibayaran serta
dapat di gunakan pemerintah dalam melaksanakaragdp@riebijakanya,
terutama kebijakan monet&.Umumnya, frekuensi pengawasan dan
pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal arggdn
pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan sedaerkala atau
sekurang-kurangnya setahun seR&lDi mana pengawasan normal ini

adalah amanat undang-undang perbankan di pasgb8{1a

" Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadapkbbaik secara

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan”

Jadi pengawasan normal dapat di artikan sebagaieniesaan
terhadap bank dengan waktu yang telah terjadwalmdil tahun. Dimana
di dalam pengawasan normal ini di lakukan pemeakgzemeriksaan
terhadap indikator kesehatan bank secara umumtgadig dari®’
1. Kondisi keuangan bankdnk s financial condition
Dalam hal ini terdapat 2 metode yakni penilaian disinbank
melalui komponen dasar kesehatan bank dan pengawasa
kesehatan bank melalui analisis pelaporan banka Radilaian
dari komponen dasar kesehatan bank yang dilihalaladhal-hal
mendasar terkait kesehatan bank yadpital, asset,management,
earning, liquidityatau biasa disingkat dengan CAMEL. Sedangkan

pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaparsk, Bank

% Suseno dan Piter Abdullal@p Cit.,Hal 18-19

% http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+&@nasan+Khusus/di akses pada hari

Kamis tanggal 27 Mei 2010

Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat BadénesiaPedoman Pengawasan Bank

Perkreditan Rakyatlakarta: Bank Indonesia, Hal 6
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Indonesia melihat laporan yang di berikan oleh bamkuk
kemudian di lakukan telah dan menetukan kondiselkasn bank
yang bersangkutan, namun cara ini kurang dapat gaenigarkan
kondisi bank yang sesungguhnya karena laporan Yyeami kurang
akurat.

2. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentu@ank (
compliancel/violatiop
Bank Indonesia memberi perhatian pada pemenuhamtiain,
terutama ketentuan kehati-hatian. Pemenuhan bankadap
ketentuan kehati-hatian dapat di jadikan indikatoval untuk
menilai tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat dilidari perilaku
bank yang tidak melaporkan pelanggaran atas ketenkehati-
hatian secara benar atau kengganan bank untuk mémen
permintaan pengawasan/pemeriksa bank mengenai @okum
pengawasan pemeriksaan/pengawasan bank yang dapat d
indikasikan sebagai upaya menyembunyikan sesuatang y
berhubungan dengan aspek penilaian kesehatan. g8ahin
penegakan ketentuan kehati-hatian secara konsmtemadi hal
yang penting dan mutlak dalam sisi pengawasan bank

S Penilaian kemampuan dan kepatufdragd proper tegt
Penilain fit and properdi laksanakan oleh Bank Indonesia secara
berkala. Hal ini merupakan metode yang sangatimenintuk
menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengualaipefit and
proper terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekuatifkp
diharapkan operasional bank menjadi tergolong hlebiik,
mengingat pihak-pihak yang menurut hasil penilaiaiak lulus
wajib untuk  mundur dari bank dan diganti dengan
pemilik/pengurus baru.

4. Sistem dan prosedur operasional serta pengawatan bank (
good corporate governance)
Hal ini di dasari oleh manajeman bank yang serirgpkt

sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur aperabiank
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yang telah mereka susun, bahkan tidak jarang diukam
penyimpangan secara sengaja oleh manajemen atalikpesmk
untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu penghksala
pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan keglzak
berdasarkan sistem dan prosedur operasional yarakieperlu
ditegakan. Di lain pihak, dari segi pengawasan paBink
Indonesia di harapkan dapat melakukan pemantaudradip
manajeman bank agar selalu berada pada jalur yelayp i
tetapkan dan senantiasa menghindari praktek pesbaydng tidak

sehat.

4 hal inilah yang akan di jadikan sebagai baharisasauntuk
menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Apabiltanda
pengawasan normal ditemukan adanya  potensi-potensi
pelanggaran atau bahkan secara nyata telah tgy@dnggaran
oleh bank, Bank Indonesia akan meningkatkan int@nsi
pengawasan Yyang ada, baik pengawasan intensif utaup
pengawasan khusus tergantung kondisi bank yangrgstan.
Sehingga pengawasan normal ini lebih bersifat prive

2.3.3 Pengawasan Intensif

Pengawasan intensif adalah jenis pengawasan ydagutian oleh
Bank Indonesia terhadap bank yang memiliki potkasulitan yang dapat
membahayakan kelangsungan usah&hyBalam hal ini bank yang
bersangkutan belumlah mengalami kesulitan, namungg¥as mencoba
memberikan asumsi terhadap bank tersebut poterssilitesn ini akan
berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya bilk talalakukan

®8 Bank Indonesia, Peraturan Bank IndoneBintang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank
Indonesia NO: 6/9/PBI/200%entangTindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status B&ik
Nomor 10/27 tahun 2008, LN Nomor 161 tahun 2008\ T™Nomor 4913, pasal 2 ayat (1)
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langkah-langkah perbaikan. Jika langkah-langkalyyiminta oleh Bank

Indonesia di lakukan oleh bank, dan kemudian irslikadikasi kesehatan

dari bank tersebut menunjukan perbaikan maka bangeliut status

pemeriksaanya akan kembali menjadi pemeriksaanailorm
Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, adeng

kewenangan yang di miliki menentukan kategori bap& saja yang dapat

di masukan sebagai bank yang memiliki potensi kesulyang akan

membahayakan kelangsungan usahanya. Kategori téidiedtur di dalam

pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomdt71@hun 2008, yaitu

suatu bank di katakan memiliki potensi kesulitaia lmemenuhi 1 atau

lebih kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak setdalam penilaian
tingkat kesehatan bank

2. Memiliki permasalahan aktual dan atau potensi@idasarkan
penilaian terhadap keseluruhan risiko

S. Terdapat pelampauan dan atau pelanggaran basksinnum
pemberian kredit dan menurut penilain Bank Ind@nésngkah-
langkah penyelesaian yang di usulkan bank dinitik dapat di
terima atau tidak dapat mungkin di capai

4, Terdapat pelanggaran posisi devisa neto dan nuemenilaian
Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian ydingsulkan
bank dinilai tidak dapat di terima atau tidak dapaungkin di
capai

5. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupialasa dan atau
lebih besar dari rasio yang di tetapkan untuk Gvajib Minimum
bank, namun bank di nilai memiliki permasalah&uwitlitas yang
mendasar

6. Dinilai memiliki masalah profitabilitas masalghng mendasar
Memiliki kredit bermasalahnpn performing loah secara neto
lebih dari 5 % dari total kredit
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Ketika bank telah memenuhi kategori bank yang m&npbtensi
kesulitan dan telah di masukan dalam pengawasamsifitoleh Bank
Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahalesan penempatan
bank yang bersangkutan dalam pengawasan intemsifidian di lakukan
langkah-langkah perbaikan oleh Bank Indonesia dengemberikan
rekomendasi hal-hal apa saja yang harus di lakakeim bank tersebut.
Salah satu hal yang di lakukan oleh Bank Indongaiam rangka langkah
perbaikan bank yang di tempatkan dalam pengawastamsif adalah
dengan menempatkan pengawas dan pemeriksa Bankelkid@ada bank
tersebuf® Penempatan pengawas Bank Indonesia di bank yasgkma
dalam pengawasan intensif dimaksudkan guna melémagsung tindak
lanjut dari rencana kerja bank untuk melakukan g@&en-perbaikan
berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.

Bank yang masuk dalam pengawasan intensif ini, phd@anya
memiliki perbedaan yang tipis dengan bank dalamg@gemasan khusus
yang notebene memiliki kondisi yang lebih parah,lawpun dalam
ketentuan di sebutkan bank dalam pengawasan ihteasyalah bank
yang baru memiliki potensi kesulitan dan belum bdenar dalam
kesulitan sebagaimana bank dalam pengawasan khoaosjn dalam
langkah-langkah perbaikan yang di lakukan oleh Bhrdonesia, cara-
cara yang di lakukan sama dengan perbaikan bagi delam pengawsan
khusus. Hal ini terlihat di pasal 2 ayat (4) PBimoo 10/27 tahun 2008

tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapams&ank, yaitu:

“Dalam hal bank yang di tempatkan dalam pengawasatensif
memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bardonesia dapat

melakukan tindakan-tindakan sebagaiaman dimaksuahtd@asal 5 ayat

(3)

Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam pasal 5 @atada PBI di atas
adalah tindakan yang juga di lakukan bagi bank yamgsuk dalam

%9 Bank Indonesia (a)lbid., Pasal 5 ayat (3)
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pengawasan khusus. Ini menunjukan sikap hati-retkBndonesia dalam
menentukan kebijakan pengawasan bank. Sehinggailsagapun potensi
kesulitan yang di hadapi oleh sebuah bank, merup&le yang harus
segera di ambil tindakan yang tepat agar potersehet tidak benar-benar
berkembang menjadi sesuatu yang nyata.

Kemudian apabila langkah perbaikan yang di pdnkda oleh
Bank Indonesia tidak di penuhi oleh bank, maka Bhrdonesia dalam
kapasitasnya sebagai otoritas pengawas bank akamben&an sanksi
administratif kepada bank yang bersangkutan. Pearbesanksi ini
merupakan kewenangan Bank Indonesia yang di bemden undang-
undang, tanpa mengurangi ketentuan pidana. Saaksi giberikan antara
lain berupa pemberhentian pengurus bank dan jugadan turut serta
dalam kegiatan kliring. Jika seluruh langkah-langkah penyehatan yang di
lakukan masih belum bisa memperbaiki kondisi bankgka Bank
Indonesia akan menempatkan bank tersebut dalamawesgn khusus
apabila bank tersebut telah menunjukan indikaskasd kesulitan yang

akan membahayakan kelangsungan usahanya.

2.3.4 Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah status pengawasan yagrikdn oleh
Bank Indonesia kepada sebuah bank yang mengalamites dimana hal
tersebut akan membahayakan kelangsungan usaha lpang, akan
berujung pada likuidasi bank. Namun bank yang dip@kan dalam
pengawasan khusus ini tidak selalu berujung padatppan bank, karena
apabila bank telah melakukan perbaikan yang di aniateh Bank
Indonesia, bukan tidak mungkin bank tersebut dapagmbaik

kondisinya’*

O Bank Indonesia (a)lbid., Pasal 16

™ http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448B4DE-
498267211182/916/FAQBankDalamPengawasanKhusudifadses pada hari Rabu tanggal 2
Juni 2010
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Beberapa yang di jadikan indikator oleh Bank Indm@euntuk
memasukan suatu bank ke dalam pengawasan khusileh afddtor
solvabilitas dan faktor likuiditas. Faktor solvatait adalah kemampuan
membayar semua utang kepada pihak ketiga, padajaaat tempo,
dengan perhitungan bahwa nilai harta perusahaah teilggi dan pada
nilai semua kewajiban, juga dikenal sebagai kekayaesih perbankan,
kemampuan bank untuk membayar kewajibannya sesrajath jadwal
yang ditetapkan, hal itu berarti bahwa jumlah dsbth besar daripada
kewajibanny#, sehingga dengan melalui solvabilitas kita dapetitmat
kemampuan bank untuk melunasi utangnya dengan [kéada dengan
menggunakan seluruh aset yang di miliki. Untuk bamng masuk
pengawasan khusus, apabila bank tersebut memilikR Qcapital
adequacy ratiojtau rasio kecukupan modal kurang dari 8%. Sedangk
faktor likuiditas adalah kemampuan untuk memersghuruh kewajiban
yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkauah perusahaan
dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembaydrarupa harta lancar
yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kbamjiyd®. Bank di
masukan dalam pengawasan khusus apabila dariadegr fikuiditasnya,
memiliki Giro Wajib Minimum kurang dari rasio yardj tetapkan dan
dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu aingkau
berdasarkan penilaian Bank Indonesia memiliki psafsnan likuiditas
yang mendasdf.

Terhadap bank yang di masukan dalam pengawasankhBank

Indonesia melakukan langkah-langkah guna menyehati@ank dan

"http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus d5px?NRMODE=Published&NRORIG

INALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3BEC13-4AB5-AE72-

OE93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guesl akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

"http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus dBpx?NRMODE=Published&NRORIG

INALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3BEC13-4AB5-AE72-

OE93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guesdli akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

"4 Bank IndonesiaJbid., Pasal 5 ayat (2)

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



41

sekaligus mencegah terjadinya penutupan bank. ladngirsebut berupa

perintah kepada bank untuk melakukan tindaRan:

1. Mengganti komisaris dan atau direksi bank

2. Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan belkkasgorinsip
syariah yang tergolong macet dan memperhitungkangian bank
dengan modal bank
Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank la

4. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mebijaaiih
seluruh kewajiban bank

5. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagigrat&a bank
kepada pihak lain

6. Menjual sebagian atau seluruh harta dan atauajkeam Bank
kepada bank atau pihak lain; dan atau

i Membekukan kegiatan usaha tertentu bank

Dalam penjelasan PBI diatas, di sebutkan pelaksamasintah Bank

Indonesia harus di dasarkan atas penelitian yangdabem terhadap

kondisi bank. Perintah yang di lakukan Bank Ind@ametermasuk

melakukan pemantauan secara langsung atas kegipg@asional bank

tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang sahanpun pengurus

bank terhadap operasional bank serta kewajibanjikEma bank baik

sebelum ataupun setelah dilakukan perintah atappneletian mendalam.
Kemudian untuk menjamin kepastian bagi para nasbhak yang

masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia, lbamkayang masuk

dalam pengawasan khusus akan di umumkan kepadaarakaly melalui

homepage Bank Indonesia, sebaliknya dalam rangkseirkbangan

informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bamémbaik dan tidak

terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khususa nBank

Indonesia juga akan mengumumkanfYyalamun terkait pengumuman

ini, terdapat perubahan ketentuan, dimana Banknlesia memiliki hak

SBank Indonesia (a)Ibid., Pasal 5 ayat (3) huruf c
8 http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+&anasan+Khusustdi akses pada Hari

Rabu tanggal 2 juni 2010
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untuk tidak mengumumkan dalam home page Bank Irglanaengenai
status bank dalam pengawasan khusus demi kepemtingauni’,
Ketentuan ini dikeluarkan pada masa terjadi kriglebal, yang di
maksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakatdsgrhperbankan
selain itu pertimbangan lainya ialah untuk mengarmdtimbulnya
kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis keuamigan dalam upaya
menjaga stabilitas sistem keuangan secara kesaluri8elain itu Bank
Indonesia juga menetapkan jangka waktu lamanyaushahk masuk
dalam pengawasan khusus yang di atur dalam paBal & iomor 10/27
yakni 6 bulan bagi bank yang telah terdaftar diapasodal dan 3 bulan
bagi bank yang tidak terdaftar di pasar modal &antor cabang bank
asing. Dan jangka waktu ini dapat di perpanjang kati selama 3 bulan.
Apabila jangka waktu ini terlewati namun masih lpel@da perbaikan
maka bank dalam pengawasan khusus tersebut akeraldian kepada
Lembaga Penjamin Simpanan untuk di lakukan penamgamamun jika
Bl mengindikasikan bank yang bersangkutan memdémpak sistemik
maka akan di laporkan oleh Bank Indonesia kepadait€éoKoordinasi
untuk kemudian di bahas apakah bank yang bersaagkeitmasuk dalam
bank berdampak sistemiR.

Selain perintah perbaikan, dalam rangka upaya umierkyehatkan
bank yang masuk dalam pengawasan khusus, Bank ds@orjuga
memberikan larangan-larangan bagi bank tersebutangan tersebut
dilakukan agar bank terkonsentrasi untuk bisa mmaihgékan neracanya
agar kembali positif. Selain itu khusus bagi Bardgrkifeditan Rakyat,
terdapat larangan untuk menghimpun dana sekaligesyaturkanya

selama bank masuk dalam pengawasan khdsus.

" Bank Indonesia (a)lbid,. pasal 9 ayat (4)
8 Bank Indonesia,(a)lbid., Pasal 5 ayat (3) huruf c

" Bank Indonesia (b)Peraturan Bank Indonesia Tentang Tindak Lanjut Pejaman Terhadap
Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasars#&)@Bl Nomor 11/20 tahun 2009, LN
Nomor 81 tahun 2009, TLN Nomor 5012, pasal 2 é/at
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Gambar 2.1 Skema Penanganan Bank Dalam Pengawasan

Intensif dan Pengawasan K husus Oleh bank Indonesia®

Bank memiliki potensi membahayakan kelangsungamanya dengan kriteria:
1. Predikat TKS = KS atau TS;
2. Memiliki masalah potential dan actual dibidailguiditas, profitabilitas dan

Bank memiliki

potensi systemic

. o risk, antara
solvabilitas berdasarkan Composite Risk Assesment; ai
ain:
3. Pelanggaran/pelampauan BMPK dan action planlditidak mungkin
1. Total Aset

dicapai;
cukup besar;

4. Pelanggaran PDN dgn usulan penyelesaian Bartidady mungkin dicapai;
2. Bank Peserta

5. Rasio GWM > 5% namun memiliki permasalahan dikas
Program

6. Memiliki permasalahan profitabilitas yang menalias

o I , Rekapitalisasi
7. Memiliki NPL (netto) > 5 % dari total kredit

Bank ditempatkan dalam intensive supervision dan Bank | ndonesia memberitahukan kepada Bank.

v
Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakaaranain:

1. Meminta tambahan laporan-laporan dari Bank

2. Peningkatan frekwensi pengkinian dan pemant&usiness Plan

Kondisi Bank Membaik<+— 3: Penyusunan Action Plan sesuai dengan permasalghag dihadapi
l Bank

4. Penempatan OSP (untuk tujuan monitoring)

5. CDO sesuai dengan bank dalam SSU (apabila digan)

Pengawasan Norm

A 4
Bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakang®&ungan

usahanya &
ditempatkan dalam pengawasan khusussBé¢ial survellanggdengan
kriteria:
Kondisi Bank Tidak Faktor Solvabilitas / Faktor LikuiditasGWM < 5%&
< StrukturalCAR <8 % ; atau trend menurun relatif
Membaik cepat/permasalahan likuiditas
mendasar

8 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448B4DE-
498267211182/915/ProsedurBankDalamPengawasanKbdéudi.akses pada hari Minggu
tanggal 22 Agustus 2010
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Bank Indonesia
Pasal 52) untuk

melakukan CDO (tindakan sesuai B&sayat (1) dan

tujuan penyehatan Bank, dalam rangkacial surveillancantara lain :

Action :

disetujui Bl

1. Capital Restoration Plan
dan beberapa tindakan
lainnya : Bank dengan
CAR > 6% namun <8%
2. Mandatory Supervisory

a. Bank dengan CAR 6%
b. Capital Restoration Plan
tidak dipenuhi atau tidak

3. Tindakan lain sesuai Ps 37 (1) darf
Ps 52:

[JMengganti Pengurus Bank;
[JMenghapusbukukan Kredit Macet;
[IMelakukan Merger/Konsolidasi
dengan Bank lain

[1Menjual Bank kepada pihak lain
[IMenyerahkan pengelolan
seluruh/sebagian kegiatan kepada
pihak lain

[JMenjual sebagian/seluruh harta
/kewajiban Bank

[IMembekukan keg.usaha tertentu

\ 4

Pelaksanaan CDO dalam jangka waktu maksimal (Khurstusk

Bank Domestik)

“ 6 (enam) bulan untuk listed bank; atau

" 3 (tiga) bulan untuk non-listed bank

(Jangka waktu dapat diperpanjang maksigiallan atas
pertimbangan perkembangan program penyehatan Bank y

realistis)

Pengawasan
Normal

Pengawasan
Intensif

L PS akan menentukan
bank gagal tersebut di
selamatkan/tidak

Kondisi Bank Membaik ?

Tidak

:

Bank dinyatakan sebagai bank yang tidak

dapat disehatkan lagi oleh Lembaga

Pengawas Perbankan (Bank Indonesia)

'

LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS)
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BAB 3
TINJAUAN UMUM TENTANG LPS

31 Latar Belakang Pendirian dan Struktur Organisasi L PS
3.1.1 Latar Belakang Pendirian LPS

Pada saat krisis moneter di tahun 1997, pemerimgtkuidasi 16
bank umum. Likuidasi ini sendiri memberikan dampakg sangat luas
terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat i®iais itu Kkrisis
perekonomian yang melanda Indonesia pada pertengaB87 telah
menyadarkan pemerintah bahwa biaya krisis yangndillkan ternyata
sangat mahal. Setidaknya dapat tergambar dari biatygk menopang agar
sistem perbankan nasional tidak kolaps, pemerintadrus rela
menggelontorkan anggaran sebayak Rp.600 triliusisDiain setelah
berjuang selama 5 tahun, hasil yang diperoleh #&tanyidak sepadan
dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pemering#bab tingkat
pengembalian aset yang disita dari para obligon plemerintah melalui
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yarigitsadibentuk,
hanya mencapai 28% atau berarti sebesar Rp.456ntrdana yang
dikeluarkan pemerintah tidak akan kembali, sehinggerupakan
tanggungan pemerintah yang dibebankan pada ABB{¢mudian salah
satu hal yang cukup krusial adalah kepanikan yangul di masyarakat
khususnya para nasabah yang menyimpan uangnyakli kegtika itu para
nasabah melakukan penarikan secara besar-besavesh) (karena
menurunya kepercayaan terhadap dunia perbankanniHahtu saja jika
di biarkan akan mengakibatkan bank-bank yang adagatemi krisis
likuiditas, yang bukan tidak mungkin pada akhirmj@an berujung pada
penutupan.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah gedmarkan
beberapa kebijakan diantaranya memberikan jamintas aeluruh
kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan nestafblanket
guarante¢. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nor26

8. Harry Sugeng RaharjoQp Cit., Hal 53

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



46

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Perdra Bank
Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1988rtg@ Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan &&kKebijakan
ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kegyesn masyarakat
terhadap bank, karen8lanketguarantederisikan komitmen penuh dari
pemerintah kepada nasabah penyimpan dan sebagankoeditur bahwa
tagihan mereka pasti dibayaBlanketguarantee merupakan skim
penjaminan yang umumnya diberlakukan pada saangp&rbankan yang
mengalami systemic failure Skim ini dimaksudkan untuk mencegah
kehancuran sistim perbankan secara keseluruhanu yaiéngan
meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industrbapkaft.
Disamping itu pemberlakuablanketguaranteguga dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanadan
menyelesaikan program restrukturisasi

Sekilas kebijakan sistem penjaminan menyeluruhelbers dapat
mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat tephadiunia
perbankan, namun melihat cakupan penjaminan yamgas&uasplanket
guarantee memberikan cela kelemahan yaitu adanya potensral
hazard Moral hazard terjadi baik di sisi perbankan maupun di sisi
masyarakat umum, yaitu praktisi perbankan menjatiikt berhati-hati
dalam mengelola portofolio kreditnya dan cendemmamgelola portofolio
kredit yang berisiko tinggi, sementara masyarakaium akan dapat
menjadi tidak selektif dalam memilih bank tempatgeaman dana karena
yakin dana mereka pasti kemb¥li.

Selanjutnya untuk melaksanakan penjaminan pinjateasebut,
pemerintah membentuk suatu badan yang bertugagukala penjaminan
sekaligus melakukan rekstrukturisasi bank, yakniddda Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk berdasatkeputusan

82 http://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=sejardiakses pada hari Kamis tanggal 3 juni 2010

8 http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/nadigroflev_seattle.pdfli akses pada hari

Kamis 18 Pebruari 2010
# Suseno dan Piter AbdullalQp Cit., Hal 62
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Presiden Nomor 27 tahun 1998. Terkait dengan fuygssebagai badan
penjamin simpanan, di dalam Kepres di sebutkan BaBRPN bertugas
melakukan pengadministrasian jaminan yang diberiRamerintah pada
Bank Umum. Pada awalnya program penjaminan inemcanakan hanya
sampai dengan tahun 2001, namun kemudian di pempguspmpai dengan
2003. Tetapi dengan menimbang bahwa kepercayaayanafiat kepada
perbankan sangat vital maka penghentian programaméman tersebut
harus di ikuti dengan adanya lembaga lain yang tddpafungsi
memelihara kepercayaan masyarakat sekaligus mealkam potensi
moral hazar§®

Seiring dengan selesainya masa tugas dari BPPNa reegkuai
dengan amanat undang-undang no 10 tahun 1998 geptbankan di
pasal 37 A ayat (8) dan pasal 37 B ayat (2) makaedituklah suatu
lembaga yang berfungsi untuk menjamin dana masgasatag di simpan
di bank yaitu Lembaga penjamin Simpanan. Kelahii@mbaga Penjamin
Simpanan yang semula merupakan kelanjutan dagrgmo penjaminan
pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masakakada sistem
perbankan nasional yang sempat terganggu karenahrpar krisis
ekonomi dan keuangan yang dihadapi Indonesia ggakh kedua tahun
1997°.

Lembaga ini di bentuk berdasarkan undang-undangona24
tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Weermgadikan LPS
sebagai satu-satunya lembaga yang berfungsi sepaggmin simpanan
masyarakat. LPS pada awalnya pembentukannya dawaddngan konsep
mirip FDIC (Federal Deposit Insurance Corporationjang diadakan
setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan AmeBiakat (US
Banking Act 1933), meskipun secara kelembagaan URERanlah
semacam asuransi deposito/simpanan, ternyata dedagataannya LPS
yang berkedudukan sebagai lembaga publik yangparten, transparan
dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan weweyaibgrtanggung

¥ Suseno dan Piter Abdullatihid., Hal 62

% Harry Sugeng RaharjoQp Cit., Hal 8
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jawab kepada Presiden, yang fungsi dan wewenangiogk hanya
terbatas pada program penjaminan simpanan nadaiebi, meliputi pula
dalam memelihara stabilitas sistem perbarfkan.

Seperti telah di sebutkan sebelumnya selain fupgsjaminan,
melalui undang-undang nomor 24 tahun 2004 terdapasi lainya yang
di miliki oleh LPS yakni memelihara stabilitas sist perbankan sesuai
dengan kewenanganya berupa merumuskan dan menetapkgakan
dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas esist perbankan,
merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penyelelsark gagal
yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakaranganan bank
gagal yang berdampak sistefffik

Kemudian undang-undang juga menentukan besaranmuomimi
modal yang harus di miliki oleh LPS, yakni sebeéariliun rupiah, di
mana modal LPS ini adalah aset negara yang dikzséth Modal ini akan
mengalami perubahan seiring dengan kegiatan pemgamiyang di
lakukan oleh LPS, dan mekanisme penggunaan modalihiPdi atur di
dalam pasal 81-85 UU LPS, yakni apabila dalam [zrgya nanti modal
LPS ini berkurang sampai melebihi tingkat minimurang telah di
tentukan oleh UU LPS, maka pemerintah akan menutegiurangan
tersebut, dalam bentuk pinjaman, namun apabila ie8galami surplus
maka hal tersebut akan di masukan sebagai Penerifdegara Bukan
Pajak (PNBP) adapun besaran modal LPS per 31 Dese2b9 (dalam
ribuan rupiah) 10.363.639.727, di mana hal ini nadgi peningkatan di
banding besaran modal LPS tahun sebelumnya, yati81806.832,

secara lebih rinci perubahan modal LPS, tampald&hel di bawabh ini:

8" Harry Sugeng Raharjdbid., Hal 8-9
8 |ndonesia (b)Op Cit.,pasal 4 dan 5 ayat (2)
8 Indonesia (b)lbid., pasal 81 ayat (1) dan (2)
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Tabel 3.1 Modal L PS®

L aporan Perubahan Modal
L embaga Penjamin Simpanan
(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian 31 Desember | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember
2008 2009

M odal dari

Pemerintah

Modal Awal 4.000.000.000 4.000.000.000

Jumlah Modal | 4.000.000.000 | - - 4.000.000.000

Pemerintah

Alokas Surplus

(Defisit)

Cadangan Tujuan 936.381.367 | 336.346.578 | - 1.272.727.945

Cadangan Penjaminan 3.745.525.465| 1.345.386.317| - 5.090.911.782

Jumlah Alokas | 4.681.906.832] 1.681.732.895 - 6.363.639.727

Surplus Defisit

Jumlah Modal 8.681.906.32 | 1.681.732.895 10.363.639.727

Dengan berdirinya LPS ini sekaligus juga menandaulpahan
kebijakan perbankan dalam hal penjaminan, yaknigEmjaminan penuh
ke penjaminan terbatas, dimana menurut undang-gnaai24 tahun 2004
besar simpanan yang dijamin adalah 100.000.00@t(sejuta rupiafi}
dan sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yangmdijauntuk setiap

% http://Ips.go.id/v2/images/publikasi/Laporan%20Kegan%20LPS%202009%202.pdifakses
pada hari Senin 15 Nopember 2010
! Indonesia (b)lbid., pasal 11 ayat (1)
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nasabah pada satu bank adalah paling banyak seResar Milyar?

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerim@at66 tahun 2008
tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembd&gnjamin
Simpanan, yang pada saat itu di keluarkan guna ameisgpasi terjadinya
penarikan dana dalam jumlah besar dari bank (rushg¢ngingat
kekhawatiran masyarakat akan adanya krisis ekorgdalial yang juga

akan melanda Indonesia.

3.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembagaraneg

dengan status badan hukum yang independen, tramspan akuntabel
dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jdavajsung kepada
Presiden > Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU &8,
kelola @overnance) LPS adalahone board systemyaitu Dewan
Komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggurafawintuk
merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus koieda
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan weweRS1§ Dalam
pasal 65 UU LPS, Dewan Komisioner ditetapkan olebsilen dan
memiliki  kewenangan memutuskan hal-hal yang statedalam
melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur a okl p& UU LPS,
Dewan Komisioner wajib melakukan rapat berkala ydngebut sebagai

Rapat Dewan Komisioner untuk membahas hal-hal setbegikut®

a. menetapkan kebijakan penjaminan nasabah

b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung gtabikistem
perbankan

% http://www.Ips.go.id/v2/home.phgi akses pada hari Selasa 20 Juli 2010

% http://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=bentdkakses pada hari Selasa tanggal 20 juli 2010

% Farida GurmiyatiPenjaminan Simpanan Nasabah Bank:Studi tentangeBrdan Implementasi

Undang-undang No24 tahun 2004 tentang Lembaga Renj&impanan(Tesis Universitas
Indonesia, Jakarta, 2007), Hal.84.
% Farida Gurmiyati.|bid., Hal 85
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C. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanaabatasdan
pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitatensi
perbankan

d. menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkapada
Kepala Eksekutif; dan/atau

e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS
Sebagaunsur tertinggi dalam struktur keorganisasian LIP&yan

Komisioner terdiri dari 6 orang, yang di dalamngedapat 2 anggota ex-

officio yang terdiri dari perwakilan Bank Indonestan Kementrian

Keuangan. Selain itu di antara 6 orang anggota Dawamisioner ini di

pilih satu orang sebagai ketuanya dan satu orarapse Kepala Eksekutif

yang akan memimpin LPS dalam menjalankan fungsidun
kesehariany&. Kepala eksekutif ini membawahi 5 direktorat yang
masing-masing di pimpin oleh seorang direktur. Kimeat ini mewakili
fungsi- fungsi LPS yang di berikan oleh undang-umygayang terdiri dari

Direktorat Penjaminan dan Manajemen Risiko, DirektcHukum dan

Peraturan, Direktorat Klaim dan Resolusi Bank, Kimeat Keuangan dan

Direktorat Administrasi dan Sistem Inform#siSelain itu terdapat organ

lainya yakni Komite Informasi dan juga Komite Audyang berfungsi

untuk membantu Dewan Komisioner dalam menjalaniavekanganya.
Dalam UU LPS sendiri di sebutkan anggota Dewan lsaner
yang merupakan ex-officio berasal dari 3 instarselain Bl dan

Kementrian Keuangan, yakni Lembaga Pengawas PebarikPP),

karena LPP ini sendiri belum terbentuk, maka argg@mwan Komisioner

non ex-officio dari luar atau dalam LPS berjumlatoréng. Lalu bagi
anggota Dewan Komisioner yang di pilih sebagai Keeksekutif, tidak
memiliki hak suara dalam Dewan Komisioner, namuridoggung jawab
dalam operasional LPS sehari-hari, adapun bentuktat organisasi LPS

adalah sebagai berikut:

% Berdasarkan wawancara dengan Ibu Prisna dariiRikigidasi LPS.Wawancara dilakukan
pada hari jumat 19 Maret 2010 di Kantor Lembaggd®aim Simpanan Jakarta
% http://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=bentdkakses pada hari Minggu 8 Agustus 2010
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi L PS®

DEWAN KOMISIONER
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ex-Officio || Ex-Officio | | Ex-Officio | | Non Ex-Officio Non Ex-Officio Non Ex-Officio
Kemenkeu BI LPP (Ketua DK) (Kepala Eksekutif)
v v v
Komite Informasi Kepala Komite Audit
L_E_lfsekutlf

| »| Sekretaris Lembaga

i ¢ v ¢ ¢

Dir. Penjaminan = Dir. Klaim & Dir.Hukum & Dir. Akuntansi Dir. Administrasi
& Manajemen Resolusi Bank Peraturan &Keuangan &Sistem
Risiko Informasi

3.2 Fungs dan Kewenangan L PS
3.2.1 Fungsi LPS
Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yangpenden,
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan dagelsewenanganya
Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungang amat
penting, yakni™"
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistperbankan sesuai
dengan kewenanganya
dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin siaypanasabah
penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumusldojakan
pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksangkamminan

simpanart®* Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugagapen

% Bahan Sosialisasi LPS dalam rangka sosialisasigiesaian/penanganan bank gagal oleh LPS
kepada bank-bank peserta penjaminan dan pihalydaig terkait.

% Indonesia (b)Pp Cit.,pasal 2

1% |ndonesia (b),lbid. pasal 4

191 Agung B.G.B. Indraatmajad,embaga Penjamin Simpanan:Manfaatnya Bagi Nasalaah d

Bank ,(Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), Hal.3
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simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan penmiaayaklaim
penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dic#utnenunjuk tim
likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban Hersebut®® LPS
melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nlagsdygyimpan dari
bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telaheme persyaratan
yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Melahgsetrecoverypembayaran
klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayedtiperoleh kembali
oleh LPS dengan cara melakukan pencairan asettdanfgenagihan
piutang kepada debitur sesuai urutan preferensg ydirentukan UU
LPS!% Terkait dengan fungsi sebagai penjamin simpanasabsh
penyimpan, UU LPS di pasal 8-11, mengatur mengé&epiesertaan,
premi, jenis simpanan yang dijamin dan nilai simrgraryang dijamin.
Pengaturan dalam undang-undang ini diejahwantaké&alalam Peraturan
LPS guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dikala LPS tidak
terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, sepergatieBank Indonesia
dalam hal penentuan besaran suku bunga penjamtharana dalam
menetukan besaran suku bunga penjaminan LPS hasugpenhatikan
besaran Bl rate. Sedangkan dalam hal nilai yangmiiij LPS tidaklah
memiliki kewenangan penuh untuk menetukan nilaimgdainkan harus di
bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudi tetapkan
dalam Peraturan Pemerint&h

Kemudian dalam hal fungsinya sebagai pemelihardilistes
sistem perbankan, LPS bertugas merumuskan dan apiaet kebijakan
dalam rangka turut aktif memelihara stabilitasesisperbankan, kemudian
merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penwslebank gagal

yang tidak berdampak sistemiftesolusi bank) serta melaksanakan

192 hitp://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=publikasi&puid=147di akses pada hari Senin 23

agustus 2010

103 Rizal Ramadhani, LIKUIDASI TERHADAP BANK YANG BERBENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH :Suatu Upaya Perlindungan Hukemhddap Kepentingan Lembaga
Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Program PemamiSimpanan Buletin Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 No 3 Deseg@8, Hal 2

1% |ndonesia (b),0p Cit.pasal 11
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penanganan bank gagal yang berdampak sist&thikeputusan
menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gadmk berdampak
sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbanga didasarkan
pada penghitungan biaya yang lebih rendah (lowest ¢est) antara
menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klsemaminan.
Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan bank gagglberdampak
sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koasi (KK) yang
terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank IndnagBI), dan Ketua
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LP&gl&h itu, LPS
bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan deged yang telah
diputuskan berdampak sistertffk Keberadaan LPS ini sendiri jelas
sangat sejalan dengan tujuan API (Arsitektur Pearindonesia) yang
Ingin menciptakan sistem perbankan nasional yarag, kertumbuh, dan
sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabak tmaupun
melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bamgating dalam
Pilar Ke-6 APl yang menekankan pada perlindungapaéie nasabah
perbankan. Selain itu, peran LPS dalam mendukuagiliths sistem
perbankan juga dapat Dberkontribusi mendorong pdrtinan
perekonomian nasional dan meningkatkan kesejamenasyarakat-’
Dalam hal fungsinya sebagai pemelihara stabilitasnsperbankan
nasional, di mana salah satunya adalah dengan raemtkan atau tidak
menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampaknsisteelah merubah
sistem penanganan bank, yang sebelumnya hal inadiaestoritas penuh
Bank Indonesia. Dimana berdasarkan UU Perbankan WdnBank
Indonesia tugas penyelamatan bank gagal merupakms tyang secara
atributif dibebankan kepada Bl sebagai bagian tdagas bank sentral
sebagai pengatur dan pengawas. Upaya penyelamatam dilakukan

melalui 2 skenario yaitu dilakukan oleh Bank Indsia sendiri untuk

1% Indonesia (b)Ibid.pasal 5 ayat 2
198 hitp://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pud=147di akses pada hari Rabu 11

Agustus 2010

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub=147di akses pada hari Kamis 12

Agustus 2010
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kondisi bank yang memiliki masalah yang berpotengngganggu
kelangsungan usahanya atau Bank Indonesia mengusufiembentuk
badan sementara jika kondisi bank berpotensi memgga sistem
perbankan dan perekonomian nasidfial.

Setelah berlakunya Undang-undang no 24 tahun 266tartg
Lembaga Penjamin Simpanan, peran Bl hanya sebatag& mencabut
izin usaha bank yang bersangkutan, sedangkan lsgsutwntuk
menyelamatkan atau tidak menyelamatkan sepenuhnyenjadi
kewenangan LPS. Selain itu, dalam rezim resolusk heang dianut UU
LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank deditangan LPS
yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegham bank,
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuydagj sebelumnya
berada di Bl. Dengan kata lain, UU LPS memberikawdnangan yang
sangat besar kepada LPS untuk menangani selurefk &kpidasi bank,

baik yangupstreammaupun yanglownstreart?®.

3.2.2 Kewenangan LPS

Kewenangan yang di miliki oleh LPS tidak terlepasi dungsi
yang melekat padanya, yakni sebagai penjamin siarpaasabah bank
dan juga sebagai pemelihara stabilitas sistem pkdépa Lazimnya suatu
lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negegana lain, LPS
juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengaik dalam
menjamin simpanan nasabah bank secara terbatasygehnendukung
upaya stabilitas sektor perbankan. Pada saat baasanmlLPS juga
diharapkan dapat menangani permasalahan yang diadéeh bank
perserta program penjaminan. Fungsi ini dilengkegvenangan untuk
menangani penutupan bank bermasalah hingga pe&ksdikuidasinya,
semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karemagas lembaga yang

menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposusioriterbesar

1% Harry Sugeng RaharjoQp Cit., Hal 7
199 Rizal RamadhaniQp Cit.,Hal 2
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apabila bank pesertanya ditutf.Terkait dengan fungsi LPS sebagai
penjamin simpanan nasabah di bank, kewenangan gamgliki LPS
antara lain (1) menetapkan dan memungut premi pengn; (2)
menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bamtanpa kali
menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekagaarkewajiban LPS;
(4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kasebatk, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bepkngng tidak
melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekassiliverifikasi,
dan/atau konfirmasi atas data; (6) menetapkan sysata cara, dan
ketentuan pembayaran klaim; (7) menunjuk, menguasakian/atau,
menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepgatindan/atau atas
nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas ter{@)tumelakukan
penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentangnpi@aj simpanan;
dan (9) menjatuhkan sanksi administratif.Kewenangan ini menjadi
penting, karena sebagai lembaga yang berfungsi kumienjamin
simpanan nasabah di bank, LPS harus memiliki akaeg luas terhadap
segala informasi yang berkaitan dengan nasabalkalasisi kesehatan
bank, yang akan di gunakan untuk menghitung risstas program
penjaminan yang di lakukan LPS.

Lalu kewenangan lain yang dimiliki oleh LPS adalah
kewenanganya dalam rangka untuk menjalankan fuy@sisebagai
pemelihara stabilitas sistem perbankan khususnlgndpenanganan dan
penyeleseian bank gagal, yaita:

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak damwewang
pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Emgal yang
diselamatkan;

19 Harry Sugeng RaharjoQp Cit., Hal 9
1 ndonesia (b),0p Cit.pasal 6 ayat (1)

112

Indonesia (b),lbid.,pasal 6 ayat (2)
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C. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atnengubah
setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang lahsatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tangsetoguan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Dalam menjalankan kewenanganya ini, LPS tidak berdendiri,

melainkan bekerjasama dengan lembaga lain yaknibhgm Pengawas

Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indorgesigjuga pemerintah

yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kaxjas LPS dengan 2

pihak ini di lakukan dalam hal untuk merumuskahijei&an penyeleseian

bank gagaf® Selain dalam hal perumusan kebijakan, kejasam@& LP
dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaanypedemisalnya dalam
penentuan suatu bank dalam kondisi bank gagal,irhasepenuhnya
menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga LPSyahamggal
menerima saja bank dalam kondisi demikian tanpekadenangan untuk

campur tangan, dan kemudian bank gagal tersebutudigan untuk di

selamatkan atau tidak di selamatR&h.

3.3  Likuidasi Oleh LPS
3.3.1 Penanganan Bank Gagal dan Pelaksanaan Lskulsiebelum
Keberlakuan UU LPS
Likuidasi di lakukan terhadap bank gagal yang tidakelamatkan
dan di cabut izin usahanya, sehingga likuidasi bhankendiri terkait erat
juga dengan penanganan bank gagal. Sebelum adamyangtundang
nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Siampgrenanganan
bank gagal ini sepenuhnya di lakukan oleh Bank red@, ketentuan
mengenai hal ini di atur di dalam Undang-undang/rtahun 1992 yang
kemudian di ubah menjadi Undang-undang nomor 10ntd998 tentang
Perbankan. Dua ketentuan inilah yang menjadi ddméum dalam

pelaksanaan penanganan bank gagal termasuk juggsgdikuidasi. Selain

113 |ndonesia (b),lbid., penjelasan pasal 5 ayat (2)
114

Indonesia (b),lbid., pasal 21 ayat (1)
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itu dalam pelaksanaan teknisnya juga terdapat traraPemerintah No 25
Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,Pembulomariikuidasi
Bank yang juga menegaskan posisi Bank Indonesiandgdengawasan
pelaksanaan proses likuidasi

Ada beberapa perbedaan pengaturan di dalam Undatang
perbankan hasil perubahan mengenai proses penandzark gagal
sampai likuidasi. Perbedaan ini terdapat dalanphades pencabutan izin

usaha suatu bank, di mana di dalam undang-undamgmo tahun 1992,

di sebutkan bahwa peran Bank Indonesia hanya selpaamberi usul

kepada Menteri, untuk kemudian keputusan pencabzitansaha tersebut

sepenuhnya merupakan kewenangan dari MeHt®ran kemudian di

teruskan dengan perintah kepada direksi untuk rokéak likuidasi

terhadap bank tersebut dan apabila direksi tidalakeananakan proses
likuidasi maka Menteri meminta pengadilan untuk akakan proses
likuidasi tersebut’® Sedangkan di undang-undang perbankan yang baru
lebih memperluas kewenangan Bank Indonesia, di nBamk Indonesia

dapat langsung mencabut izin usaha suatu bank gaggltidak dapat di

selamatkan lagi dan kemudian memerintahkan direkgik membentuk

tim likuidasi"'’ Dengan demikian, apabila beranjak dari ketentusiand

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan daatu?an Pemerintah

Nomor 25 Tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari ec@mgan Bank

Indonesia untuk mencabut izin usaha bank, mak& Batonesia secara

atributif memiliki 2 (dua) kewenangan, yditt:

1. Memerintahkan pengurus bank untuk menyelenggaraRaiPS
dalam rangka membubarkan badan hukum dan membénink
Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi bank sesparaturan
perundangan yang berlaku; dan

15 |ndonesia, (dYyndang-undang Tentang Perbankaf) No. 7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun
1992, , pasal 37 ayat (4)

18 |ndonesia, () Ibid., pasal 37 ayat (4) dan ayat (5)

7 |ndonesia, (g) Op Cit.,pasal 37 ayat (2) dan ayat (3)

18 Harry Sugeng RaharjaQp Cit., Hal 87
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2.  Meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetaparg yaerisi
pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim lilsuidian
perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan paragperundang-
undangan yang berlaku.

Perangkat hukum perbankan dan kebanksentralan teaegdia
saat itu hanya di disain untuk mengatur keadaaddasa yang bersifat
normal serta hanya menyediakan landasan hukum uitdikan Bank
Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan indalidhank yang dapat
diprediksi sebelumnyd? Keadaan pengaturan yang demikian itu dapat
dilihat darilegal frameworksistem perbankan Indonesia pada waktd3tu:

N Tidak adanya perangkat hukum/lembaga yang malpfungsi
untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasidfi@afcial
system stability), seperti aturan hukum yang secara tegas
mengatur mengenai peranan bank sentral dan Peateriaiam
menjaga likuiditas sistem perbankan ketika adakasli akan
terjadinya krisis perbankan termasuk mekanisme erEig
kemungkinan diberikannya bantuan likuiditas ("enesrcy
liquidity support”) dari bank sentral atau pemeaimtyang hanya
dapat diberikan berdasarkan keputusan otoritas yang
kedudukannya bersifat supra struktural, misalnyabdrguk
Komite Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indzne

2. Tidak adanya perangkat hukum yang secara tegasgatur
mengenai kemungkinan didirikannya suatu badan ldhudapat
segera difungsikan untuk menangani penyehatan pkabaapabila
terjadi krisis di sektor perbankan, seperti misalndadan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang haruasdkan

sebagai bagiaarisis resolution management.

9 Harry Sugeng Raharjdpid., Hal 62
120 Agus SantosdKarekter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukerhankan Dan
Kebank sentralanBuletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,IMgb.2, Desember 2003,

Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal 52
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3. Tidak adanya perangkat hukum atau lembaga yagnpu
berfungsi sebagai jaring pengamanan nasabah fiaakdial safty
net),seperti pengaturan mengenai Program PenjaminanriPéahe
atau Lembaga Penjamin Simpanan
Selain itu proses likuidasi bank sebelum keberlaku& LPS ini

juga di tandai dengan di bentuknya suatu lembagsudyang memang

merupakan amanat UU no 10 tahun 1998 tentang Hexbapakni Badan

Penyehatan Perbankan (BPPN) yang juga melaksanedaenanagan

atributif yang di berikan undang-undang kepada Badknesia. Lembaga

khusus inilah yang akan melakukan fungsi-fungsiapganan bank gagal
termasuk proses likuidasi sampai adanya suatu lgalyang bersifat
permanen. Dalam melakukan program penyehatan, BRNpunyai
tugas sebagai berikut, sebagaimana di atur di dBlaraturan Pemerintah
nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Rarb&lasional :

a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diseraii&arBank Indonesia

b. Penyelesaian Aset bank baik aset fisik maupumajlean Debitur

melalui Unit Pengelolaan Aset ("Asset ManajementQndan

c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang tetsdiur kepada

bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrisisi.

Secara umum ketentuan-ketentuan terkait penandaanaia gagal
sebelum adanya UU LPS, terdapat banyak kelemahaalnya dalam hal
terbatasnya kewenangan lembaga pengawas yang delbnimi Bank
Indonesia, sehingga banyak kendala yang di hadalgind penanganan
bank gagal. Inilah yang kemudian coba di perbaiéhgembuat undang-
undang dengan membentuk suatu lembaga khusus yamgifab
independen yang melaksananakan fungsi penjamin&aliges juga
berfungsi menjaga stabilistas sistem perbankanatekgwenangan yang

relatif lebih luas di banding Bank Indonesia dalaah penanganan bank

gagal.
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3.3.2 Penanganan Bank Gagal dan Pelaksanaan Lskui@atelah

Keberlakuan UU LPS

Salah satu amanat dari UU no 10 tahun 1998 terfambankan,
khususnya di pasal 37 B ialah memerintahkan kepatlauh bank untuk
menjaminkan dana masyarakat yang di simpan di dafandan untuk
melaksanakan penjaminan dana masyarakat terselat maaus dibentuk
Lembaga Penjamin Simpanan. Dan untuk itu kemudi&entuk Undang-
undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga PenjanmpaBian yang
berlaku efektif pada atanggal 22 September 2005.

Seperti yang di sebutkan secara tegas dalam p@s@l 3ndang-
undang Perbankan, fungsi utama dari LPS adalah ksaiakan
penjaminan dana masyarakat yang disimpan di baakux UU LPS juga
memberikan kewenangan resolusi bank selain fungsnanya sebagai
penjamin dana masyarakat yang di simpan di banknhdi lakukan oleh
pembuat undang-undang dengan pemahaman bahwa eegahasi bank
dan program penjaminan tidak dapat dipisahkan lear&eduanya
memiliki hubungan yang sangat erat dalam upayakunteningkatkan
kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank yantangesangat
diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sistem pekaa®’. Sehingga
dengan berlakunya UU LPS ini menandai pula berginga kewenangan
resolusi bank yang sebelumnya di pegang oleh Baohbnlesia.

Selain itu terdapat hal baru terkait dengan pelsdaa likuidasi
bank dengan berlakunya UU LPS, dimana LPS memiéienangan
yang lebih luas di banding dengan Bank Indonestbelim adanya UU
LPS ini pelaksanaan likuidasi bank di lakukan géeimegang saham yang
pelaksanaanya di lakukan oleh direkdisedangkan posisi bank Indonesia
menurut PP no 25 tahun 1999 Bank Indonesia hangtndi@k sebagai
pengawas. Namun hal ini tidak terjadi dengan LP&eka UU LPS

memberikan kewenangan yang lebih luas, dimana grtkaidasi di

121 Rizal RamadhaniQp Cit.,Hal 1

122 |ndonesia, () Op Cit.,pasal 37 ayat (4)
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lakukan langsung oleh LPS yang memiliki kewenangengambil alih
dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegham sérmasuk
hak dan wewenang RUP$Dalam pelaksanaanya sendiri proses likuidasi
ini dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk lamg oleh LPE* hal

ini berbeda pada saat sebelum adnya UU LPS, dinfanalLikuidaai
dibentuk oleh direksi melalui RUPS.

Dengan dibentuknya Tim Likuidasi secara langsungh dLPS,
akan memudahkan dalam hal koordinasi dan juga mesgm. Dimana
sewaktu-waktu LPS dapat meminta laporan kepadalikoidasi tentang
perkembangan proses likuidasi yang di lakukan texpasuatu bank, dan
jilka dalam perjalananya ada Tim Likuidasi di anggégak dapat
menjalankan tugasnya dengan baik, LPS dapat meeriiétan anggota
Tim Likuidasi dan menunjuk penggantifya Kewenangan seperti ini
membuat LPS memiliki kontrol penuh terhadap jalapyases likuidasi
yang pada akhirnya membuat LPS dapat memastikgaldrera proses
likuidasi dengan baik sehingga hak pihak-pihak ybatkepentingan bisa
di penuhi.

Tim Likuidasi sendiri adalah entitas hukum yangisah dari LPS,
yang apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dam Likuidasi
merupakan tanggung jawab pribadi dari yang bersaagk sehingga LPS

bukanlah pemberi kuasa kepada Tim Likuidasi.

3.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Bank GagalL®f&h
3.3.3.1 Bank Gagal

Bank yang akan masuk dalam penanganan atau peageledeh
LPS adalah bank yang di kategorikan sebagai "baa$aly Dalam
ketentuan UU LPS definisi bank gag#hiling bank) adalah bank yang

123 Indonesia (b)Op Cit., pasal 6 ayat (2)

124 Indonesia (b)lbid., pasal 43 huruf d

125 |ndonesia (b)Ibid., pasal 60
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mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan deselagan
usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan oleh kB$uai dengan
kewenangan yang dimilikiny®. Sehingga penentuan bank gagal ini
berkait erat dengan LPP yang dalam hal ini adakfkBndonesia.Namun
istilah bank gagal tidak terdapat baik di UU Bl mpan UU Perbankan.
Dalam UU Bl istilah yang dipakai untuk bank gagdlah

..... keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia
membahayakan kelangsungan usaha Bank yang berdangkian/atau
membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesuperbankan yang
membahayakan perekonomian nasiondl” Kemudian dalam UU
perbankan, bank gagal di gambarkan sebdbank yang mengalami
kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahé&tfyaNamun
Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Rgsy@an Terhadap
Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasarsushudi dalam
penjelasan umumnya memberikan pengertian yang ldbthil perihal
bank gagal, dimana bank gagal di artikan sebagak bgang telah
ditetapkan dalam status pengawasan khusus sestatakan tidak dapat

disehatkan lagi oleh Bank Indonesia.

3.3.3.2 Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Skstem
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 tahun g8@idng

Lembaga Penjamin Simpanan, maka LPS menjadi sainysalembaga
yang menjalankan fungsi sebagai likuidator darikbgaing telah di cabut
izinya oleh Bank Indonesia. Hal ini merupakan bagiari pelaksanaan
resolusi bank yang menjadi salah satu fungsi LRtg gl berikan undang-
undang yakni menjaga stabilitas sistem perbankaioma. Namun LPS
tidak di jadikan sebagai lembaga eksekutor yangydnamenjalankan

126 |ndonesia (b)lbid., pasal 1 angka 7

127 |ndonesia, (dYndang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Und&egublik Indonesiq
No 23 TAHUN 1999 Tentang Bank Indonesld) No. 3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004,
TLN No.4357, pasal 33

128 |ndonesia (a)Qp Cit.,pasal 37 ayat (1)

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



64

rekomendasi dari Bank Indonesia, LPS diberikan wmang untuk
memutuskan apakah bank gagal yang "diserahkan” Bashdnesia akan
diselamatkan atau tidak.

Pelaksanaan Likuidasi terlebih dahulu diawali dengsasuknya
suatu bank dalam pengawasan khusus dan tidak naemgalkrbaikan
kondisi. Hal ini membuat Bank Indonesia sebagairiat® pengawas
perbankan menjadikan status bank yang bersangketzagai bank gagal.
Kemudian penanganan/penyelesaian bank gagal im akaserahkan
kepada LPS. Namun apabila dari bank gagal yangmih&an oleh Bl
tersebut di tengarai oleh Bl memiliki dampak sigtermaka sebelum di
serahkan ke LPS akan di lakukan pembahasan terdgbiblu di Komite
Koordinasi yang terdiri dari Gubernur Bl, Menterellangan dan juga
Ketua Dewan Komisioner LPS. Setelah melalui pem&ahadi dalam
Komite Koordinasi, maka akan diputuskan apakah bgagal yang
diserahkan oleh Bank Indonesia berdampak sistemrnkatiap kondisi
keuangan secara keseluruhan. Apabila bank gagsebier diputuskan
sebagai bank gagal yang berdampak sistemik nteé@ment yang
dilakukan oleh LPS disebut sebagai penanganan. mam2S wajib
menyelamatkan bank tersebut berapapun biay&myderkait dengan
penanganan bank gagal yang berdampak sistemikyetztrapa prosedur
yang telah di tetapkan oleh undang-undang, yakningae
mengikutsertakan pemegang saham dan tanpa meregtkken
pemegang saham. Di prosedur pertama, dimana pamamgbhank
dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang sahamjakadikan
apabild®”

1. Pemegang saham Bank gagal telah menyetor medailrasg-
kurangnya 20 %dari perkiraan biaya penanganan
2. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurangiguaga

memuat

129 Indonesia (b)lbid., pasal 22 ayat(1) huruf b
130 |ndonesia (b)Ibid., pasal 33 ayat (1)
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a) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
b) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
c) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LBSabila proses
penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS ataakpiang ditunjuk LPS
melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan pegHudaiangan
3. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
a) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Intlones
b) data keuangan Nasabah Debitur;
c) struktur permodalan dan susunan pemegang sahdtigad tahun
terakhir;
d) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kiaa termasuk
permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS

Walaupun penanganan bank gagal ini melibatkan peanteg
saham, LPS sendiri sesungguhnya juga ikut melakpkaempatan modal
dengan menutup kekurangan biaya penanganan banél. gRgsca
dilakukanya penanganan bank gagal ini LPS dan pangegaham akan
membuat perjanjian tentang penggunaan hasil pemwsaham. Jika pasca
di lakukan penyetoran modal oleh pemegang saham, l@kuitas bank
yang bersangkutan bernilai nol atau negatif, madaggang saham lama
tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bHank

Kemudian terkait dengan penyertaan modal yangldiki@an oleh
LPS dalam bentuk kepemilikan saham, ditindaklangegngan menjual
saham bank yang bersangkutan dengan jangka wakig telah di
tentukan, yaitu 3 tahun. UU LPS sendiri menentukehwa nilai
penjualan saham yang di miliki oleh LPS harus dapatcapai nilai yang
optimal, yakni minimal sebesar modal yang telahtenpatkan oleh
LPS!® Jangka waktu ini dapat diperpanjang 2 kali dengasing-masing
perpanjangan selama 1 tahun, jika nilai optimateleut belum dapat di

capai dalam jangka waktu yang telah diberikan maR& harus menjual

131 Indonesia (b)lbid., pasal 35 ayat (2)

132 |ndonesia (b)Ibid., pasal 38 ayat (3)
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saham bank bersangkutan berapapun nilafyslal ini menjadikan LPS
memiliki tanggung jawab penuh terhadap modal yangedpatkan,
sehingga LPS tidak lantas begitu saja lepas tarsgagiah melakukan
penempatan modal, LPS harus melakukan upaya mdkagaanilai pada
saat penjualan dapat mencapai nilai yang optimeiaRganan bank gagal
dengan melibatkan pemegang saham ini sesunggulebih kepada
tanggung jawab moral dari pemilik bank kepada nasaliarena pada
akhirnya nanti penyertaan modal oleh pemilik yandcahversi menjadi
saham harus di jual seluruhnya bersama-sama desajzem yang di
miliki oleh LPS mengikuti ketentuan UU LPS. Hal imengakibatkan
pemilik lama tidak dapat lagi memiliki bank tersgbjadi opsi dengan
melibatkan pemegang saham ini agak sulit dilakuleg@@lagi mengingat
kondisi perbankan di Indonesia, di mana kegagataik lsebagian besar
terjadi akibatraud baik oleh pemilik maupun pengurusnya.

Selain dengan melibatkan pemegang saham lama, geameam
bank gagal yang berdampak sistemik ini dapat pullakukan tanpa
melibatkan pemegang saham lama, sehingga seluralga buntuk
melakukan penanganan bank gagal tersebut sependhig@@ggung oleh
LPS. Yang menjadikan LPS memiliki kewenangan peatals bank yang
bersangkutan dalam hal, kepemilikan, kepengurusampai dengan hak
atas RUPS. Sama halnya dengan penanganan bank dagghn
melibatkan pemegang saham, LPS juga harus segetapaskan
sahamnya dengan jangka waktu yang telah di tentukalang-undang.
Perbedaan antara 2 prosedur ini adalah dalam hajgpeaan hasil
penjualan saham, dimana jika ekuitas bank posiikarpemegang saham
hanya akan menerima hasil penjualan saham bankrgnstan sebesar
ekuitas pada saat penyerahan, hal ini berbedagkanganan bank gagal
melibatkan pemegang saham, dimana pemegang sahaerima hasil
penjualan saham sebesar ekuitas sesaat setelakukaglapenyetoran

modal*3*

133 |ndonesia (b)Ibid., pasal 38 ayat (5)

134 Indonesia (b)Ibid., pasal 40 ayat (6)
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3.3.3.3 Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berd&rSpiemik

Jika tindakan LPS terhadap bank gagal yang berdarsistemik
disebut sebagai penanganan, maka tindakan LPSItgriiank gagal yang
tidak berdampak sistemik di sebut penyelesaian.yétesaian yang
dilakukan terhadap bank gagal yang tidak berdamgpstemik ini, di
lakukan dengan 2 cara yakni dengan menyelamatkaw aidak
menyelamatkan bank yang bersangkutan. Dimana ksgutuwntuk
menyelamatkan atau tidak menyelamatkan ini sepem@uhmenjadi
kewenangan LP&® Hal yang paling berpengaruh terhadap tindakan yang
diambil LPS bagi bank gagal yang tidak berdampakesiik ini adalah
besarnya biaya untuk melakukan penyelamatan, dinjdea biaya
penyelamatan ternyata lebih besar dibanding biayakuidak melakukan
penyelamatan atau likuidasi bank, kemungkinan bé&® tidak akan
menyelamatkan bank tersebut dan melikuidasinyaa sentlakukan
penjaminan terhadap dana nasabah yang di simpdalan bank yang
bersangkutan.

UU LPS sendiri memberikan parameter terhadap baglalgyang
akan diselamatkan, dimana bank gagal yang tidakabgpak sistemik
akan diselamatkan apabifi:

a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifilebih| rendah dari
perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bankksud:;

b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkasppto usaha yang
baik;

c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurangwpuya memuat
kesediaan untuk:

1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;

2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan

135 |ndonesia (b)lbid., pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2)

138 |ndonesia (b)Ibid., pasal 24
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3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LBSabila proses
penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS ataakpiang ditunjuk LPS
melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan pegHutaiangan; dan

d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:

1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indanes

2) data keuangan nasabah debitur;

3) struktur permodalan dan susunan pemegang sahdtigad tahun
terakhir;

4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, Kibaa termasuk
permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS

Tindakan penyelesaian bank gagal ini oleh LPS, kiamu di
lanjutkan dengan penyerahan seluruh hak dan jugeerk@ngan RUPS
kepada LPS. Penyerahan ini menjadikan LPS mempusenangan
untuk melakukan segala tindakan sebagaimana RU#8:Y/

a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakaankdéigan atas aset
milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kibaajbank

b. melakukan penyertaan modal sementara

c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa p@iaetuNasabah
Debitur/kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabadhitir

d. mengalihkan manjeman bank kepada pihak lain

e. melakukan merger atau konsolidasi dengan péiak |

f. melakukan pengalihan kepemilikan bank;dan

g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atangubah kontrak
bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yarepumt LPS

merugikan bank.

Kemudian terkait dengan dana yang dikeluarkan @RS untuk
menyelamatkan bank gagal, dana tersebut di pedkam sebagai
penyertaan modal yang sifatnya sementara . Sehuhggan jangka waktu
yang telah di tentukan, dana yang telah dikelualkB® dalam rangka
menyelamatkan bank gagal harus dapat di tarik kemisdalui penjualan

37 Indonesia (b)lbid., pasal 26
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saham milik LPS. Jangka waktu yang di berikan dl#lh LPS untuk
menjual saham adalah selama 2 tahun sejak penyerafiak yang
bersangkutan kepada LPS, dan dapat di perpanjdagyak 2 kali dengan
jangka waktu masing-masing selama 1 tahun, permpgaia ini di
maksudkan agar nilai penjualan saham dapat menna@giayang optimal,
yaitu minimal sebesar modal yang telah di tempaiidah LPS.Apabila
nilai otimal tidak dapat dicapai maka LPS tetapusamenjual sahamnya
apabila jangka waktunya telah sele$ai.

Selain melakukan tindakan penyelamatan, terhadagk lgagal
yang tidak berdampak sistemik LPS juga dapat meskatu untuk tidak
menyelamatkan bank gagal yang bersangkutan. Hadliiteakukan oleh
LPS jika syarat-syarat yang telah di sebutkan thrdgpadal 24 UU LPS
tidak bisa di penuhi oleh bank yang bersangkutgorabia ini terjadi maka
bank tersebut akan di putuskan untuk tidak diselleama sehingga LPS
meminta kepada Bank Indonesia untuk mencabut gama bank tersebut
dan LPS akan melaksanakan pembayaran klain pergamkepada
nasabah yang menyimpan dananya di bank. Dan rargkadakan ini di

akhiri dengan proses likuidasi.

138 Indonesia (b)lbid., pasal 30
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BAB 4
KEDUDUKAN LPS SEBAGAI LIKUIDATOR DALAM LIKUIDASI BANK
STUDI KASUS: PD BPR BUNGBULANG

4.1 Tinjauan Umum Likuidas Bank
4.1.1 Pengertian Likuidasi

Likuidasi merupakan salah satu proses dari rangk&egiatan
yang di lakukan pasca dinyatakanya sebuah bankkutitlak di
selamatkan. Dan di lakukan ketika bank yang diguélah di cabut izinya
oleh Bank Indonesia. Kamus Bank Indonesia memberigangertian

likuidasi sebagai

"Pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan deogenmelakukan
penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pesan utang, dan

penyelesaian sisa harta atau utang di antara pagenjbik” 3.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertem lkuidasi

adalai®®

"Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang iputel
pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan peagi@reharta yang

tersisa kepada para pemegang saham”

Sedangkan di dalaBlack Law Dictionarylikuidasi di artikan sebagai
" Process of reducing assets to cash, dischargmigliies and dividing
surplus or loss. Occurs when a corporation disttésuits net assets to its

shareholders and ceases its legal existence”

B3Nttp://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_dBpx?NRMODE=Published&NRNOD
EGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-
OE93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus@@CACHEHINT=Guest
di akses pada hari Jumat 5 November 2010

19 hitp://kamusbahasaindonesia.org/likuiddisakses pada hari Senin 15 Nopember 2010
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MenurutDictionary of Banking**

" 1.conversion of assets into cash or inventory atoounts receivable to
meet current obligations and service long-term debtn organization.

When an obligation is paid off it is said to beuldgated.

2.termination of a business by selling its assetsl distributing the

proceeds to meet current liabilities and claimsditors. Debts are paid
in order of priority and remaining assets distribdton a pro rata basis to
owner or shareholders. A group of creditors caroalise an involuntary

bankruptcy petition, to force the sale and disttibn of the debtor's
assets.

closing out a long position or a short position”
Menurut Rachmadi Usméfi?

“Pengertian likuidasi tidak terbatas pada penutuplank tetapi lebih
luas lagi termasuk tindakan pembubaran badan hukamk(outbinding)
dan penyelesesian atau pemberesan asset bankivgyisebagai akibat
di bubarkanya badan hukum bank tersebut”

Lalu pengertian tentang likuidasi juga terdapat liberapa

peraturan perundang-undangan, seperti misalnya,
Peraturan LPS No 02/PLPS/2008 pasal 1 angka 12
"Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian as$at kewajiban bank,

sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubd@tan hukum
bank”

141 http://www.allbusiness.com/glossaries/liquidatid@¥2579-1.htmbi akses pada hari Senin 15
Nopember 2010

142 Rachmadi Usmarspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonekikarta:PT Gramedia Pustaka
Utama, 2003,. Hal 167
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Pengertian dalam Peraturan LPS ini sama dengaregemgyang ada di
dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1999 terRangabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Sementar®é&ibankan sendiri
tidak memberikan definisi dari likuidasi bank. Lidasi bank sendiri yang
disebutkan dalam pasal 37 ayat(1) dan ayat (2)njadikan pengertian
likuidasi lebih luas, dimana proses likuidasi dagiaartikan sebagai satu
rangkaian proses mulai dari pencabutan izin us#dta Bank Indonesia,
lalu pembubaran badan hukum bank, sampai dengaagip@m atau
pencairan aset-aset dari debitur untuk kemudialaldikan pembayaran
kepada kreditur.

Dari seluruh definisi tentang likuidasi yang teldisebutkan di
atas, dapat disimpulkan pada dasarnya likuidasiahdauatu proses
pencairan dan pembayaran dari bank yang telah wliaalm usahanya.
Pencairan dilakukan dengan melakukan lelang tephadat-aset yang di
miliki, penagihan terhadap piutang-piutang kepadlaalkp debitur dan
kemudian dari hasil tersebut di lakukan pembayatang-utang dan juga
kewajiban lainya kepada para kreditur dan pihalapinain yang
berkepentingan.

4.1.2 Dasar Hukum Likuidasi Bank

Likuidasi bank yang di lakukan di Indonesia, secamum di
dasarkan atas 3 undang-undang, yakni UU no 10 tdR@8 tentang
Perbankan dan UU no 24 tahun 2004 tentang LembasggaRin
Simpanan serta juga UU no 3 tahun 2004 tentang Baddnesia. Selain
itu terdapat pula Peraturan Pemerintah no 25 tahf89 tentang
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasik,Baramun
ketentuan ini kemudian dicabut seiring dengan karlga UU no 24 tahun
2004 tentang LPS. Dan terakhir ada di Peraturan d&& Peraturan Bl
terkait pelaksanaan likuidasi itu sendiri.

Di dalam UU Perbankan pengaturan mengenai likuidgidapat di

dalam pasal 37 ayat (2) b dan ayat (3), yang meakarekewenangan

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



73

kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usahiu faank sekaligus
memerintahkan untuk melakukan RUPS guna memutupkambubaran
badan hukum bank, apabila Bank Indonesia menilak barsebut akan
membahayakan sistem perbankan. Begitu pula dengih Bank
Indonesia, yang juga mempertegas kewenangan Baokdsia dalam hal
otoritasnya sebagai pengawas perbankan khusunyédaing perizinan,
yang dapat mencabut izin bank yang dinilai telahmivehayakan sistem
perbankan.

Sedangkan di dalam UU LPS, mengatur tentang pelaksateknis
likuidasi suatu bank yang telah di cabut izin usglaa Dimana UU LPS
ini_ menempatkan LPS sebagai satu-satunya lembagg kparwenang
bertindak sebagai likuidator bank yang telah diutabin usahanya. Hal
ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi LPShiyakebagai
pemelihara stabilitas sistem perbankan nasionahana fungsi ini di
ejahwantahakan dengan melakukan resolusi bank.niete ini di atur
oleh UU LPS dalam pasal 9 huruf a dan pasal 43.abgdindang ini
memberikan kewenangan yang besar kepada LPS daklaksanakan
fungsinya, mulai dari mengadakan RUPS guna memaiupkembubaran
badan hukum sampai dengan membentuk tim likuidasigy akan
bertanggung jawab langsung pada LPS atas segd#itaakia di lapangan
terkait dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Lalu di dalam Peraturan Bl, mengatur tentang prossselum
dicabutnya izin usaha bank oleh Bank Indonesiaadanapabila dinilai
bank tersebut mengalami kesulitan yang akan memybiha
kelangsungan usahanya maka Bank Indonesia berltak onenempatkan
bank tersebut ke dalam pengawasan khusus Bank dsdo(special
survellance unit}dan apabila kondisi bank tersebut tidak membaikana
Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank ters&etentuan ini
tercantum di Peraturan Bank Indonesia no 10/27//20BB tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesi284°&1/2004 tentang
Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
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Kemudian untuk pelaksanaan teknis di lapangandagaim dari
likuidasi adalah Peraturan LPS no 01/PLPS/201Gtent.ikuidasi Bank,
dimana di sebutkan di dalam pasal 3 dan pasal lBydd.PS memiliki
kewenangan untuk bisa mengambil alih dan juga gplsaimelaksanakan
segala hak dan wewenang RUPS, yaitu mulai dari rheskan
pembubaran badan hukum bank, lalu menonaktifkagksiir membentuk
tim likuidasi, dan juga menetapkan status bank gaib&Bank Dalam
Likuidasi” (DL)

4.1.3 Prosedur Pelaksanaan Likuidasi Bank

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU LP 8§ das@drnya
tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gaegal I0PS akan
didahului berbagai tindakan lain yang dilakukarhoBank Indonesia dan
Lembaga Pengawas Perbankan sesuai peraturan pegentidangan yang
berlaku'**Apabila upaya yang di lakukan oleh Bank Indonesia
sebagaimana di atur dalam pasal 37 UU Perbankahk bdrhasil, maka
bank yang bersangkutan di serahkan kepada LPS ukémkudian
diputuskan untuk diselamatkan atau tidak diselaaratk

Likuidasi oleh LPS dilakukan terhadap bank gagahgydidak
berdampak sistemik yang diputuskan untuk tidak eiarmatkan.
Penanganan terhadap bank gagal yang berdampakigistéalah dengan
melakukan penyelamatan, sedangkan bagi bank gagab yidak
berdampak sistemik, penyelesaian di lakukan dergjzn cara yakni,
melakukan penyelamatan atau tidak melakukan pemgtan. Likuidasi
bank dilakukan setelah bank gagal yang tidak disalkan dicabut izin
usahanya oleh LPP yang dalam hal ini adalah Bad&nesia. UU LPS
memberikan cara untuk melakukan likuidasi, dimajelatkan pada pasal
53 UU LPS,

"Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

143 Harry Sugeng RaharjaQp Cit., Hal 97
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a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepgzata debitur diikuti
dengan pembayaran kewajiban bank kepada para knrediari hasil
pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau

b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak berdasarkan

persetujuan LPS.”

Proses likuidasi ini di awali dengan mengamankaet bank yang
akan di likuidasi dengan mengelola dan menguasdi lzenk, mengelola
kewajiban bank berkoordinasi dengan Bank Indondsepolisian dan
juga instansi terkait lainya. Dewan Komisaris, Rgiedan juga pegawai
dilarang untuk melakukan perbuatan terkait dengset dan kewajiban
bank kecuali dengan seijin dan/atau penugasan ld#&h Dalam rangka
melakukan tindakan yang di ambil guna pengamanat, &S dapat
menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebdlum Likuidasi
terbentuk:**

Setelah proses pengamanan aset di lakukan dan pang
bersangkutan telah di ambil alih oleh LPS, LPS seegeengambilalih
segala kewenangan dari RUPS dan melakukan RUPS k untu
memutuskart®>
1. Pembubaran Badan Hukum Bank
2 Pembentukan Tim Likuidasi
3. Penetapan Satus Bank Sebagai "Bank Dalam LikLiida
4 Menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasca keputusan RUPS di atas proses likuidasi degupgtra di
laksanakan. Proses ini di lakukan oleh LPS yangakiiwoleh Tim
Likuidasi. Dimana dalam melaksanankan tugasnya, Tirkuidasi
berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam sedal yang berkaitan
dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersé€heh karena itu

sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan devkamisaris menjadi

144 embaga Penjamin Simpandteraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Lilgijda
PLPS Nomor 1 tahun 2010, LN Nomor 7 tahun 2010alpas

145 embaga Penjamin Simpanalhid., Pasal 6
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non aktif. Namun demikian masih  berkewajiban untstiap saat

membantu memberikan segala data dan informasi ggreglukan oleh

Tim Likuidasi*®. Dalam proses likuidasi ini Tim Likuidasi dibegrjgka

waktu selama 2 tahun, yang dapat diperpanjang dliartasing-masing

selama 1 tahun. Adapun tugas dari Tim likuidaslatud'’

1.

Menyeleseikan hal-hal yang berkaitan dengan péaran badan
hukum bank

Menyeleseikan hal-hal yang berkaitan dengan pgsan
hubungan kerja, penyeleseian gaji terutang, dasamgon
pegawai bank

Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank

Memberikan laporan baik secara berkala maupsidentil kepada
LPS apabila diperlukan

Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan LikuBknk
Melakukan penyeleseian kewajiban dari pihakipihgang
melakukan  kelalaian dan atau perbuatan hukum yang
mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelaggsun
usaha bank

Melakukan tugas lainya yang di anggap perlu luntelaksanakan
proses likuidasi

Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan sanpa

Dalam perjalanan proses likuidasi ada pihak-pihakgy harus

didahulukan pembayaranya atas hasil pencairarbas&tdalam likuidasi,

yakni:*®

a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegan@gterutang;

b. penggantian atas pembayaran talangan pesangawaie

148 Harry Sugeng RaharjaQp Cit., Hal 87
47| embaga Penjamin Simpana®p Cit.,Pasal 9
18 |ndonesia (b)Dp Cit., pasal 54 ayat (1)
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c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yangtang, dan biaya
operasional kantor;

d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LP %atkaun pembayaran
atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LP

e. pajak yang terutang;

f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yank tid@yarkan
penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyingrantidak dijamin;
dan

g. hak dari kreditur lainnya

Apabila terhadap seluruh asset yang di cairkan ndapaoses
likuidasi belum mampu mencukupi untuk membayar lsegamacam
kewajiban yang masih terutang, maka yang menanggdaig@h pemegang
saham lama yang menyebabkan bank tersebut megakidagal, namun
di undang-undang tidak dijelaskan definisi menggmanegang saham
lama yang menyebabkan bank menjadi bank gagalnggdidibutuhkan
putusan pengadilan untuk memutuskan hal ini.

Likuidasi di nyatakan berakhir bila tidak ada laget yang dapat di
gunakan untuk pembayaran kewajiban dan/atau sekawhjiban telah di
bayarkan sebelum jangka waktu berakhir atau progesdasi telah
melewati jangka waktu yang di atur dalam UU LPXnyaelama 2 (dua)
tahun dengan perpanjangan selama 2 kali masingigasisatu) tahuff?’
Jika dalam jangka waktu yang di tentukan, sisi dsgtim bernilai O (nol),
maka LPS bisa melakukan penghapusan sisa aseagandengan terlebih
dahulu menawarkan aset tersebut kepada kredituséiagai pembayaran
non tunait®® Apabila Tim Likuidasi telah menyeleseikan tugasnya
dan/atau telah habis jangka waktunya, maka Timit&si harus membuat
laporan  berupa neraca akhir likuidasi dan  memberika
pertanggungjawabanya kepada LPS. Dan setelah piksekasi berakhir
Tim Likuidasi membuat neraca akhir likuidasi danggu laporan

pertanggungjawaban kepada LPS. Proses likuidasdiirakhiri dengan

199 embaga Penjamin Simpana®p Cit., Pasal 37

30| embaga Penjamin Simpanalhid., Pasal 38
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penempatan pengumuman berakhirnya likuidasi dinddBerita Negara
Republik Indonesia dan juga 2 surat kabar harialgae peredaran luas,
dan kemudian memberitahukan kepada instansi yangebhang untuk
menghapuskan status badan hukum bank serta mermamtah hukum
bank yang bersangkutan. Kemudian seluruh dokumeg gda pada Tim
Likuidasi harus di serahkan seluruhnya kepada IS&%elah ini semua di
lakukan maka Tim Likuidasi telah menyelesaikan smya dan di
bubarkan oleh LP'S". Berikut adalah alur pelaksanaan likuidasi oletSLP

secara singkat:

Gambar 4.1 Alur Likuidasi Bank*™

Pengawasan oleh LPS

LPS

Bayar
Kewajiban
(Ps| 54)

Likuidasi

3. menguasaidan
mengelola asetbank.
b. mengelolakewajiban P'alihan
bank Aset&
¢. koordinasi dgn BI, LPP, ewajiban
Kepolisian dan instansi
lain

Audit NP

. membubarkan olen KAP
badan hukurm.

b. mermbentukTL.

C. menetapkan status
B0L

. menonaktifian

direksi & komisaris.

'} Jangka waktu likuidasi
palinglama 2 thn dan dpt
diperpanjang 2kali 1 thn.

51| embaga Penjamin Simpanattid., Pasal 38
2 Yuda RamlanKewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuitias Pembubaran
Bank Yang Berbentuk Perusahaan Daerah: Studi KRsgs: PD BPR Bungbulang (DLJTesis

Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), Hal.64
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4.2  Proses Penyeesaian PD BPR Bungbulang (DL)
4.2.1 Profil PD BPR Bungbulang

BPR Bungbulang adalah BPR vyang terletak di kecamata
Bungbulang, kabupaten Garut, Jawa Barat. BPR imbdman hukum
Perusahaan Daerah (PD), dimana mayoritas saham ildi raleh
Pemerintah Kabupaten Garut. Secara umum tidak atlgydmg terlalu
istimewa dari PD BPR Bungbulang ini, namun besaset khususnya
saldo simpanan nasabah yang dimilikinya, terhitangup fantastis jika
dilihat tempat BPR ini berdomisili. Adapun besadama masyarakat yang
disimpan di PD BPR Bungbulang mencapai Rp.11.636000°%. Bagi
bank umum saldo senilai ini merupakan jumlah yaiagd tapi tidak bagi
BPR, apalagi yang berada di daerah cukup terpen&bbupaten Garut.
Selain tempatnya, hal yang membuat nilai simparesalmah ini bisa di
bilang fantastis adalah fakta yang menyebutkan BaB®R Bungbulang
bukanlah satu-satunya bank yang ada di kecamatsebté. Ada 1 bank
umum yang notabane merupakan salah satu bank digszgkat nasional
yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), namun keberadB&i ini tidak
cukup untuk membendung antusiasme masyarakat Blargpbuntuk tetap
menyimpan dananya di PD BPR Bungbulang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Timidaku PD
BPR Bungbulang, selain dikarenakan kepemilikan élemkab, besarnya
dana yang disimpan di PD BPR Bunbulang ini jug&atenakan strategi
yang di lakukan oleh pihak manajemen PD BPR Buragigyl yakni
dengan caraoor to dooruntuk menjemput bola bagi masyarakat yang
ingin menyimpan dananya di bank, dimana strategtidak di lakukan
oleh bank lain yang ada di Bungbulang termasuk Bieh

Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, posi3i BPR
Bungbulang ini berada di daerah yang relatif tecpepakni di kecamatan
Bungbulang, Garut. Hal ini menjadikan konfigurasifpsi dari Nasabah

BPR ini bekerja sebagai petani yang termasuk g@iongienengah

133 hitp://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pubd=78di akses pada hari Sabtu, 20
Nopember 2010
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kebawah. Sehingga besaran dana nasabah yang mehtapiiar adalah

hal yang luar biasa. Menurut ketua Tim Likuidasi BBR bungbulang,

hal ini terjadi karena banyak masyarakat di dad&ahgbulang ini yang

bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Dimana merelecam rutin

mengirimkan gajinya kepada keluarga yang beraddudgbulang, untuk

kemudian di simpan di PD BPR Bungbulang.
Berikut adalah kondisi keuangan PD BPR Bungbul@ig,(

sesaat setelah di cabut izin usahanya oleh Bamnésia serta struktur

organisasinya:

Tabel 4.1 Neraca PD BPR Bungbulang (DL ) Pada Saat di
Cabut |zin Usahanya™*

NERACA PER 20 NOPEMBER 2007

Kredit Yang Diberikan
PPAP
Aktiva Tetap & Inventaris

Akum Peny.Ak.tetap& Inventaris
Rupa-rupa Aktiva

AKTIVA (dlm rupiah
Kas 78.744.800
Antar Bank Pasiva 8.208.513.854 159.989.855

171.901.698

8.036.612.156

939.149.500
212.922.600

726.226.900
738.640.409

9.740.214.120

% yuda Ramlan.Qp Cit,.Hal.81
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PASIVA

Kewajiban Sgr Dpt Dibayar
Tabungan

Deposito

Antar Bank Pasiva
Rupa-rupa Pasiva

Modal Disetor

Modal Sumb/Pinj/Laba Dithn
Cadangan Umum/Tujuan
Laba(Rugi) Tahun Lalu
Laba(Rugi) Tahun Berjalan

15.956.288
1.324.823.458
10.151.100.000
90.000.000
238.203.829
496.977.000
124.369.500
482.413.260

(1.746.334.663)

(1.437.294.552)

9.740.214.120

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PD BPR Bungbulang™®

Dewan Pengawas

A 4

Direktur Utama

Analisa kredit

SPI
A 4
v v v v v v
Bag. Dana | | Pembukuan Bag.kredit Bag. kas Bag. Umum

4.2.2 Proses Penyelesaian PD BPR Bungbulang (DL)

PD BPR Bungbulang adalah salah sBfR yang dimiliki oleh

Pemkab Garut, namun hal ini tidak membuat kinegangtimewa.

Setidaknya ini terlihat dari hasil audit investiggang di lakukan oleh

akuntan publik pada bulan Mei 2010, dalam rangkesgyaratan guna

135 Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011
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pembayaran hasil likuidasi, audit investigasi inienggambarkan
bobroknya pengelolaan BPR ini. Menurut ketua Tirkuidasi, PD BPR
Bungbulang (DL), BPR ini telah mengalami permasatalsejak medio
2004 yang lalu, dan akhirnya masuk dalam pengawBsak Indonesia
karena tidak memenuhi parameter yang telah ditataplalam Peraturan
Bank Indonesia .

Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan olkaimtan publik,
ada beberapa temuan yang menunjukan betapa kacenamgemen dari
PD BPR Bungbulang (DL), yang kemudian berujung gasfacabutan izin
usaha oleh Bank Indonesia. Adapun beberapa faktg gaemukan oleh
akuntan publik antara lain yang terkait dengan kankeuangan antara
lain:*°°
1. Banyaknya kredit pinjaman yang macet
- Terdapat banyak data nasabah yang fiktif dgpoeitg”

3. Nilai agunan yang besarnya tidak sesuai dendginpmjaman

Tiga fakta ini adalah sedikit fakta yang terungkdari hasil audit
investigasi, yang menunjukan hancurnya pengelot@nmanajemen PD
BPR Bungbulang (DL).

Pengelolaan kredit yang lemah merupakan penyebab da
tergerusnya likuiditas dari PD BPR Bungbulang. Sanganyak kredit
yang di berikan tanpa melalui penelitian yang mé&rdadengan agunan
seadanya bahkan fiktif, sehingga pada saat krexdiébut jatuh tempo aset
yang ada tidak bisa langsung di eksekusi.

Faktor-faktor inilah kemudian yang menyebabkan PPRB
Bungbulang masuk kedalam pengawasan khusus Baokeédsd(special
survelaince unit) Seperti yang telah di atur dalam Peraturan Bank
Indonesia tentang Tindak Lanjut Penanganan BPR nbd&a&ngawasan
Khusus, jangka waktu sebuah bank dalam pengawakasu& Bank
Indonesia adalah 180 hari dan kemudian dapat dipgapg kembali 180
hari, jangka waktu ini di karenakan PD BPR BunghgldDL) termasuk
bank yang tidak terdaftar di dalam pasar modahdapkan jangka waktu

1% Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ardi, KetualTkmidasi PD BPR Bungbulang (DL)
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ini yang di berikan oleh Bank Indonesia kepada badar bisa
memperbaiki kinerjanya, dimana dalam perbaikan rianeéni Bank

Indonesia juga memberikan poin-poin apa saja yangshdi lakukan oleh
bank dalam status pengawasan khusus untuk biseadegjaar dari status
dalam pengawasan khusus. Ternyata PD BPR Bungbtildeilg mampu
memenuhi target yang di berikan oleh Bank Indonastak memperbaiki
kinerjanya, sehingga pada tanggal 7 Nopember 208ik Bndonesia
memberitahukan kepada LPS bahwa PD BPR Bungbulamgatdkan

sebagai BPR Dalam Status Pengawasan Khusus yaa§ tidpat
disehatkan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU LIPS nemiliki waktu

1 hari kerja apakah BPR Bungbulang ini akan disataen atau tidak.
Akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2007 LPS memutuskB BPR

Bungbulang tidak diselamatkan dan meminta Bank nedi@ mencabut
izin usaha PD BPR Bungbulang.

Keputusan LPS terhadap bank yang tidak diselamaikan
bukanlah keputusan yang dibuat sesaat walaupurkgamgktu yang
diberikan oleh UU LPS hanya 1 hari kerja, keputusanadalah suatu
rangkaian dan juga analisis panjang yang dilakuteh LPS. Hal ini bisa
terjadi karena ketika bank di masukan dalam stparggawasan khusus
Bank Indonesia, Bank Indonesia akan memberikan petahuan kepada
LPS termasuk segala data yang dibutuhkan oleh ER&it kondisi yang
bersangkutan. Sehingga keputusan yang diberikan &8&ah hasil
monitoringselama bank dalam status pengawasan khusus Badohkesia.

Terkait dengan PD BPR Bungbulang, LPS memutuskankun
tidak menyelamatkanya, berdasarkan pertimbangangeman besaran
biaya untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkKaputusan LPS
ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Indonesiandan mengeluarkan
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KERE5/2007
tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulanyy y@enyatakan
pencabutan izin usaha PD BPR Bungbulang pada ah2§gNopember
2007, dan terhitung sejak ditetapkanya Keputusahe@wr Bl ini. PD

BPR Bungbulang wajib untuk menutup seluruh kantaroptuk umum

Unisias Indonesia
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dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Dendatuatkanya
keputusan Gubernur Bl ini, maka kewenangan Bl Werakintuk
kemudian dilanjutkan oleh LPS dalam proses resolbank. LPS
kemudian memberikan pengumuman 4 hari pasca dikaloga
Keputusan Gubernur Bl. Pengumuman yang dikeluallkd8 tersebut
menyatakart®’
1. Sejak Tanggal 25 Nopember 2007 Kantor BPR Bulagigu
ditutup sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi
y Tim Likuidasi direncanakan akan menjalankan snga mulai hari
Senin 3 Desember 2007
N Bagi nasabah Peminjam agar menghubungi Tim ddsii mulai
hari Senin 3 desember 2007 apabila,
a. Nasabah akan menyetorkan angsuran kredit
b. Nasabah akan mengambil jaminan/agunan (bagibahsyang

kreditnya sudah lunas) dengan menunjukan buktinaeslanya

4. Bagi nasabah penyimpan (nasabah dan deposan):
a. Tidak dapat melakukan penarikan/pengambilan
tabungan/deposito

b. LPS akan melakukan verifikasi simpanan nasabatuk

menentukan simpanan layak bayar dan simpanan lagak bayar

c. Hasil verifikasi akan di umumkan di kantor BBRngbulang

secara bertahap

d. Nasabah diminta untuk menunggu hasil verifikasebut

Pengumuman ini di lakukan guna memberikan kepadtegpada
semua pihak terkait, khususnya nasabah mengengiasan mereka,
mengingat pembentukan Tim likuidasi tidak dapagtmg di lakukan
walaupun kewenangan BPR Bungbulang ini telah dgaanLPS. Dalam
masa ini, LPS sesuai dengan ketentuan yang dipatilnal penyeleseian
bank gagal yang tidak berdampak sitemik yang tiiadelamatkan segera
mengambil alih RUPS untuk mengambil keputusan:
1. Pembubaran Badan Hukum

157 Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)
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2. Penetapan status bank sebagai "Bank Dalam laktid

3. Penonaktifan seluruh Direksi dan Komisaris

4. Pembentukan Tim Likuidasi

Gambar 4.3 Kronologis Penyelesaian PD BPR Bungbulang oleh

7 Nopember 07

Dinyatakan oleh Bank

yang Tidak Dapat Di
Sehatkan

L pSt®®

8 Nopember 07

Indonesia sebagai “BPR

A 4

Pelaksanaan proses
likuidasi,berupa

pencairan aset dan/atau
penagihan kepada

debitur untuk membayar—>

seluruh kewajiban PD
BPR Bungbulang*

Diputuskan LPS untuk
tidak selamatkan

20 Nopember 07

Pengumuman
rekonsiliasi&verifikasi

Dicabut izin usahanya
oleh Bank Indonesia

A 4

untuk menentukan

simpanan Layak Bayar
&simpanan Tidak Layak
Bayar

Badan Hukumnya di
bubarkan oleh LPS
(Dalam kapasitasnya
sebagai RUPS PD BPR
Bungbulang)

Nopember 2011

13 Desembeér

27 Nopember 07

Proses likuidasi masih &egsung sampai dengan

perpanjangan)

(Mengalami

2 kali masa

*Proses pelaksanaan penjaminan berupa pembayasam ldimpanan
nasabah dan proses likuidasi bukanlah proses yaypagit dalam kurun

waktu yang berbeda, 2 proses ini berjalan dengarirtgan.

138 Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)
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4.3 Analisa Kewenangan LPS Dalam Menangani Nasabah Yang
Dananya di Himpun Pada Masa Pengawasan Khusus Bank
Indonesia

4.3.1 Verifikasi Simpanan Nasabah PD BPR Bungbu(@nig
Salah satu hal yang cukup penting dalam prosesefesajan bank

gagal yang tidak di selamatkan adalah pelaksanezgrgm penjaminan

yang di lakukan oleh LPS, berupa pembayaran klagmjgminan dana
nasabah yang di simpan di bank yang bersangkutbel@n melakukan
pembayaran klaim penjaminan, LPS melakukan vesfikaintuk
menentukan simpanan yang layak bayar dan simpamag tdak layak
bayar. Adapun bentuk simpanan yang di jamin oleB BHalah deposito,
giro, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau befdin yang dipersamakan
dengan ittt

Kemudian LPS juga menentukan syarat-syarat simpgaag di
kategorikan sebagai simpanan layak bayar, y&ttu:

a. Simpanan tercatat dalam pembukuan bank

b.Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat daulyang ditetapkan

oleh LPS; dan

c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan banksamiya memiliki

kredit macet di bank tersebut

Adapun nilai simpanan yang dijamin maksimum seb&gar2 Miliar per

rekening, nilai ini mengalami perubahan dari ndabelumnya yakni 200

juta, yang dilakukan guna mengantisipasi krisisbglopada tahun 2008

silam, sedangkan suku bunga penjaminan bagi banknuadalah sebesar

7,25% untuk rupiah dan 2,75% untuk valas, sedandpeagi BPR suku

bunga penjaminan sebesar 10,25%. Inilah paramatemeter yang

dijadikan LPS dalam melakukan verifikasi simpanasababh.
Untuk BPR Bungbulang (DL), LPS telah melakukanifikasi
simpanan nasabah segera setelah dinyatakan batffaiidi selamatkan.

Adapun hasil verifikasi yang di lakukan oleh LP&lath sebagai berikut:

139 |ndonesia (b)Qp Cit.,pasal 10
180 http://www.Ips.go.id/v2/home.phpad akses pada hari Jumat, 26 Nopember 2010
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Tabel 4.2 Verifikas Simpanan Nasabah PD BPR Bungbulang (DL )*®*

No | Verifikas Nilai Keterangan

1. | Simpanan Layak Bayar 176,7 Juta

2. | Simpanan Tidak Layak4,81 Milyar Memberikan bung

D

Bayar melebihi  nilai yang
telah di tentukan LPS

Tanggung Jawab Pemilik 6,65 Milyar Dana yang di pum
pada masa pengawasan
khusus Bank Indonesia
(Special Survalaince
Unit)

Dari data ini dapat dilihat ternyata besaran simpapang dijamin oleh
LPS jauh lebih kecil dibanding simpanan yang tidhjamin. Dengan
kondisi seperti ini, bagi para nasabah yang danaegaasuk simpanan
tidak layak bayar maka mereka harus menunggu ptisedasi terlebih
dahulu, yang tentu saja merugikan, karena hamgiatddipastikan nilai
yang di dapat tidak akan utuh sejumlah simpanarg yalang tersebut,
mengingat hasil yang didapat dari proses likuidesus di bagi dengan
pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian bagi passabah yang dananya
di himpun pada masa pengawasan khusus Bank In@orjaga masih
harus menunggu hasil likuidasi, namun para nasdbkm kategori ini di
golongkan sebagai kreditur lainya, mengingat daeacka tidak tercatat
sehingga bukan termasuk simpanan, hal ini menyemabiereka menjadi
peringkat terbawah dalam pembagian hasil likuidasnurut pasal 54 UU
LPS.

' hitp://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pud=78 di akses pada hari Jumat, 26

Nopember 2010
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4.3.2 Kewenangan LPS Dalam Menangani Nasabah yamariya di
Himpun Pada Masa Pengawasan Khusus Bank Indonesia

4.3.2.1 Kewenangan LPS Terkait Likuidasi Bank

Proses likuidasi bank merupakan aplikasi dari kemgan LPS
untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem ekan nasional. Dimana
salah satu tugasnya adalah merumuskan, menetagidsarmelaksanakan
kebijakan penyeleseian bank gagdbarfk resolutioh yang tidak
berdampak sistemik. Likuidasi merupakan salah satjian dari rangkaian
panjang proses penyelesaian bank gagal yang tidedaimpak sistemik
ini.

Dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan proseisidisi ini di
laksanakan oleh Tim Likuidasi yang di bentuk oldRSL Tim Likuidasi
inilah yang secara teknis melaksanakan kewenang dalam proses
likuidasi bank. Untuk tataran teknis, Peraturan ltR&nberikan beberapa
kewenangan kepada Tim Likuidasi, Peraturan LPShnijang menjadi
payung hukum bagi Tim Likuidasi untuk melaksanakagasnya dalam
proses likuidasi. Adapun kewenangan yang diberikapada Tim
Likuidasi yaitu®?

a. Melakukan perundingan dan tindakan lainya daleangka
penjualan aset dan penagihan piutang terhadap @ebdtur
termasuk melakukan pemotongan hutahgir€ut) sesuai dengan
kewenangan yang diberikan RUPS dan peraturan lyartgku

b. Memperkerjakan pegawai baik yang berasal ddandatermasuk
Anggota Direksi dan/atau Komisaris Non Aktif, maapdari luar
Bank Dalam Likuidasi sebagai tenaga pendukung dikuidasi

C. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaakuitdasi
Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultakuim, dan
advokat

d. Melakukan pemanggilan kepada pihak kreditur

82| embaga Penjamin Simpana®p Cit., Pasal 10
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e. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajilzgada para
kreditur

f. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalamgka likuidasi
bank

g. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hahg berkaitan

dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank terdsdla di
dalam maupun di luar pengadilan

h. Meminta pembatalan kepada pengadilan niaga a&gala
perbuatan hukum bank yang mangakibatkan berkuyangset
bank atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dkkkudalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutanuzatha Bank
kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukardasarkan

Undang-Undang.

4.3.2.2 Studi Kasus PD BPR Bungbulang (DL)

Seperti yang telah di sampaikan di pembahasan sabelumnya,
salah satu masalah yang krusial dalam kasus PD BRfgbulang (DL)
adalah besarnya dana nasabah yang tidak di jaraim ld?S, dimana hal
ini terjadi semata-mata dikarenakan oleh kesalalan BPR yang
bersangkutan, yakni tetap menerima dana ketika PR Bungbulang
berstatus "Dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesgiahdisi ini
mengakibatkan dana nasabah tidak bisa dengan segerdil pasca
pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia, karana glang di himpun
oleh PD BPR bungbulang tersebut sepenuhya merugakggung jawab
dari pemilik PD BPR Bungbulang yang tentu saja faneénunggu proses
likuidasi.

Kasus banyaknya dana nasabah yang termasuk simpiaadn
layak bayar, berpengaruh terhadap kinerja dariOikaidasi, dimana para
nasabah menuntut agar simpananya segera dibayhdakan pada suatu
kesempatan perwakilan LPS sempat di sandera oleyarakat yang
dananya tidak dijamin oleh LPS, yang menyebabkdmakpikepolisian
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setempat turun tangan untuk bisa meredakan su83amdasyarakat
menganggap LPS harus bertanggungjawab untuk bisagen®alikan
simpanan mereka. Tentu saja Tim Likuidasi, tidakpatamemenuhi
tuntutan masyarakat ini, mereka tetap berpedomiampaman tersebut
termasuk dalam kategori simpanan tidak layak bajapat di himpun
pada masa PD BPR Bungbulang masuk Dalam Pengawhseins Bank
Indonesia, sehingga pemiliklah yang harus bertamggawab terhadap
pengembalian simpanan nasabah ini.

Jika melihat kondisi ini, sesungguhnya masyarakaakt bisa
sepenuhnya disalahkan. Hal ini di karenakan makgatalak mengetahui
bahwa PD BPR Bungbulang telah masuk Dalam Pengawkbasus
Bank Indonesia saat mereka menyimpan dananya d@P® Bungbulang
apalagi mengetahui mengenai sanksi yang dikenalata i°D BPR
Bungbulang. Padahal di Peraturan Bl disebutkan badelbuah BPR yang
masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia wegigumumkan
larangan penghimpunan dan penyaluran tf4nanilah yang tidak
dilakukan oleh pengurus PD BPR Bungbulang, sehimgasyarakat terus
menyimpan dananya tanpa tahu konsekuensi yangddiphabahkan dari
data yang diperolen Tim Likuidasi, beberapa jamekeh dicabut izin
usahanya PD BPR Bungbulang masih sempat menerimgasan dari
nasabahnya. Masalah seperti ini timbul dari belgefagtor baik internal
maupun eksternal. Dari faktor internal hal ini &elij karena dilanggarnya
ketentuan dari Bank Indonesia tentang pemberitahdarangan
penghimpunan dana yang di lakukan oleh penguru8iP® Bungbulang,
kemudian dari faktor eksternal adalah pengawasag tidak optimal dari
Bank Indonesia atas penerapan sanksi yang dibetieagn PD BPR
Bungbulang sehingga PD BPR Bungbulang tetap dapaghmmpun dana

walau telah berstatus Dalam Pengawasan KhususIBdakesia.

163 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi, KetualTkmidasi PD BPR Bungbulang
(DL).Wawancara dilakukan pada hari Rabu 21 Juli®@@ilex.Kantor PD BPR Bunbulang, Garut-

Jawa Barat
184 Bank Indonesia (b)p Cit.,Pasal 15 ayat (3)
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Terkait permasalahan ini, LPS dalam posisinya sabldgiidator
sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab hukumtukinbisa
mengembalikan dana nasabah tersebut, dan tidakngulikasi hukum
bagi LPS di kemudian hari, apabila dana nasabatk tathpat kembali.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya LPS hanya rmkanbayar klaim
penjaminan terhadap simpanan yang layak bayar, reamedana yang
dihimpun ketika BPR dalam masa pengawasan khusu& Bwlonesia
bukanlah termasuk ketegori itu, bahkan dana yahigngiun tersebut tidak
bisa dikatakan sebagai simpanan.Tetapi bukan béairini menjadikan
LPS bisa lepas tangan terhadap dana nasabah terkeahiran LPS,
memiliki dampak psikologis terhadap masyarakat yangnyimpan
uangnya di bank, mereka relatif lebih merasture dengan adanya
program penjaminan dari LPS. Apalagi dengan di wskamya stiker
penanda bahwa sebuah bank telah menjadi peserfanpean LPS,
membuat para nasabah tidak segan untuk terus meagimangnya di
bank, sehingga bisa di katakan LPS memiliki sumbdingerhadap
keputusan nasabah untuk tetap menyimpan dananyan#i Jadi sangat
wajar apabila para nasabah tetap menuntut LPS umierkgembalikan
uang mereka ketika bank tersebut ditutup.

Bentuk tanggung jawab moril LPS terhadap nasabahBPR
Bungbulang yang dananya dihimpun pada masa pengavkasisus Bank
Indonesia ini adalah dengan cara mempercepat phdsgdasi yang
berjalan agar nasabah dapat dengan segera mernemizali uangnya.
Pembayaran hasil likuidasi sendiri baru bisa dikakusetelah dilakukan
audit oleh akuntan publik dan juga setelah Tim Idkgi selesai
menyusun neraca sementara. Pada masa sepertipaiiam Tim Likuidasi
menjadi krusial untuk bisa membantu nasabah seceksimal demi
mendapatkan haknya. Salah satu hal yang bisa #dakwleh Tim
Likuidasi dalam rangka memberikan advokasi bagiabak adalah
menjadi mediator antara pemilik bank dan nasabahmtak mencari
solusi terbaik diantara kedua belah pihak. Inilahg/telah di lakukan oleh
Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL). Dari hasil wancara penulis
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dengan Tim Likuidasi, mereka mengatakan telah I@m@p untuk

mempertemukan Pemda Garut selaku pemilik PD BPRyBulang (DL)

dengan para nasabah yang simpananya tidak di jalefinLPS. Selain itu

LPS sendiri juga aktif melakukan pertemuan-perteamdangan pihak-

pihak terkait untuk mencari penyelesaian terbaikaieé pengembalian

dana nasabah.
Salah satu pertemuan yang dilakukan adalah yaaguiidn antara

LPS, Bank Indonesia dan juga Pemkab Garut yangkdikbn di Kantor

Bank Indonesia Bandung pada tanggal 30 Maret 2Bapat ini sendiri

dipimpin langsung oleh Direktur Klaim dan ResolBsnk LPS. Dari hasil

pertemuan ini di hasilkan beberapa kesepakatan: yait

a. Pemkab Garut sepakat untuk melakukan pengaihbitahset dan
kewajiban PD BPR Bungbulang (DL)dan akan menyétasa
kewajiban kewajiban nasabah

b. Pemkab Garut akan segera meyampaikan surat ke sl terkait
dengan rencana pengambilalihan aset dan kewajfianBPR
Bunbulang (DL)

o Hal-hal terkait dengan teknis pelaksanaan asetkéwajiban PD
BPR Bungbulang (DL) akan dilakukan pembahasanh|ddnjut
oleh Tim Teknis LPS dan Pemkab Gafut

Dari rapat ini telah ditemukan titik terang pengaian permasalahan

nasabah yang dananya tidak di jamin oleh LPS. DarRRemkab Garut

selaku pemilik PD BPR Bungbulang akan mengambil aket dan juga
kewajiban PD BPR Bungbulang yang sebelumnya bedatangan LPS.

Hasil pertemuan ini sedikit banyak memberikan kBpasbagi nasabah

akan keberadaaan simpananya, setelah selama 3 teakhir nasibnya

terkatung-katung untuk memperjuangkan haknya.
Namun pertemuan ini sendiri belum menyelesaikan atahs
sepenuhnya, masih banyak tahapan yang harus didgar nasabah bisa

segera mendapatkan haknya kembali. Untuk lebih regelps

18 Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)
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pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR BunglgulgdL) oleh

Pemkab Garut, maka Pemkab Garut selaku pemilik |&Da BPR

Bungbulang menulis surat permohonan pengambilaliteset dan

kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) kepada LPS berendengan

percepatan proses likuidasi yang sedang berlang&eigerapa hal yang
menjadi pertimbangan permohonan pengambilalihanisantara lain:

a. Adanya keinginan dari para nasabah PD BPR BuagbuDL),
agar Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemiliknala
melakukan  pengambilalihan aset dan kewajiban BER
Bungbulang (DL)

b. Desakan para nasabah mengenai kejelasan peigald&uidasi
PD BPR Bungbulang (DL), khususnya mengenai keamana
dana yang mereka  simpan pada PD BPR Bungbulang
(tabungan dan deposito)

C. Mekanisme pengambilalihan tersebut mengacu padlano 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 53 huryanyg
berbunyi”’Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak la
berdasarkan persetujuan LPS”

d. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut sepdgk yang
berkewajiban membantu keinginan masyarakat dakmggdesaian
permasalahan likuidasi PD BPR Bungbulang (®1)

Terkait dengan kesepakatan ini, LPS diminta untu&mivuat draft

perjanjian pengalihan aset dan kewajiban PD BPRgBulang (DL),

posisi aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (Dliglalk diaudit

Kantor Akuntan Publik (KAP), dan tahapan prosescggatan likuidasi

PD BPR Bungbulang (DL). Progress pengambilalihaet asi, ketika

penulis berkunjung ke PD BPR Bungbulang (DL) padéi Juli 2010

lalu ialah berada dalam tahap pembelajaran haglit anleh Kantor

Akuntan Publik.

1% Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)

Unisias Indonesia

Kedudukan lembaga ..., Mardiansyah Dharma Putra, FH Ul, 2011



94

Penyelesaian ini di anggap jalan terbaik dari peaiaban yang
ada. Diharapkan dengan di ambil alihnya aset dga kewajiban oleh
Pemkab Garut simpanan nasabah dapat kembali satsina Dimana
dalam hal ini pembayaran bagi nasabah yang danasia dijamin oleh
LPS bisa diambil dari APBD. Namun hal ini bukan drér
pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang menyeballkeancurnya PD
BPR Bungbulang hilang. Dari hasil pemeriksaan aada dugaan Tindak
Pidana Perbankan yang dilakukan oleh pengurus PR Bengbulang,
dimana saat ini telah masuk dalam proses penyidideh Kejaksaan
Negeri Garut. Akhirnya proses pengambilihan asetk#avajiban PD BPR
bungbulang (DL) ini di batalkan, di karenakan PemKaarut sebagai
pemilik lama hanya ingin mengambilalih asetnya ,saj@npa
mengambilalih kewajibannya. Sehingga proses likaiidai di teruskan
mengingat masih terdapat beberapa aset yang belcairkan.

Permasalahan ini sesungguhnya timbul karena LPSagaeb
penjamin simpanan tidak memiliki akses informasng/aaik terhadap
pengawasan bank, sehingga dalam jangka pendek rihabisa di
minimalisir dengan kerjasama yang lebih intens ran@&ank Indonesia
dengan LPS. Walaupun secara hukum LPS tidak ment#ikggung
jawab, namun secara moral terdapat tanggung jawal giemban oleh
LPS, mengingat karena adanya rasa aman yang dibeiokeh LPS
melalui program penjaminan, para nasabah rela mpkait uangnya di
bank Jadi upaya-upaya ini harus dilakukan LPS seozaksimal yang
bermuara pada terbayarnya dana nasabah. Hal iranbskmata-mata
perihal nasabah yang bisa mendapatkan haknya, nkatitindari itu juga
memperlihatkan kepada masyarakat kesungguhan LR& amelindungi
nasabah, yang pada akhirnya juga akan meningkakegpercayaan
masyarakat kepada dunia perbankan Indonesia. Dilka keepercayaan
masyarakat terhadap perbankan semakin kuat, m&a sa#tu fungsi LPS
untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dapdakssma dengan
optimal.
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BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya,makdeinkapa
hal yang bisa penulis simpulkan, yakni:

Berdasarkan UU LPS, LPS selain memiliki fungenjaminan,
LPS juga memiliki fungsi menjaga stabilitas sist@@rbankan,
yang menjadikan LPS di berikan wewenang dalam ussdiank
untuk melakukan penutupan bank dan juga prosegléikinya, hal
ini di lakukan mengingat LPS adalah pihak yang akamanggung
beban terbesar dari aktifitas resolusi bank ini.ndisi ini

menjadikan LPS memiliki kedudukan yang penting whalhal

proses likuidasi bank, dimana LPS merupakan sdtinga
lembaga yang di berikan kewenangan oleh undangragndatuk
melakukan proses likuidasi bank yang telah dicabotusahanya
oleh Bank Indonesia. Selain itu dalam proses liasid LPS
mengambil alih kewenangan RUPS yang berhak untukbeatuk
Tim Likuidasi sehingga kemudian dalam proses liggidyang
berlangsung, LPS bertindak sebagai pengawas dariLikuidasi

yang di bentuknya. Lalu tanggung jawab LPS dalarosgs
likuidasi adalah memastikan proses yang berlangdusgalan
sesuai dengan ketentuan di mana dalam pelaksanddalyakan
dengan cara pencairan asset serta penagihan kephiar untuk
kemudian dibayarkan kepada pihak-pihak yang bermgrserta
membayar klaim simpanan dari nasabah yang di tbanknya.
Sedangkan terhadap nasabahnya, LPS bertanggungjasraih
untuk membayar seluruh klaim simpanan nasabah yargenuhi
syarat yang di tentukan oleh UU LPS. Jadi dalansgsdikuidasi
bank kedudukan LPS terdapat di semua lini, mulai gaa-

likuidasi, pelaksanaan likuidasi hingga pasca tiksi.
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Proses likuidasi PD BPR Bungbulang Garut di awaihgan di
bentuknya Tim Likuidasi oleh LPS dalam kapasitassghagai
RUPS. Tim likuidasi inilah yang akan melaksanakamsps
likuidasi di lapangan. Kemudian setelah tim likidéerbentuk,
proses likuidasi segera dilakukan dimana jangka tuvagang
diberikan ialah selama 2 (dua) tahun, sesuai derkgd@ntuan
peraturan perundang-undangan, namun karena prekes belesai
maka diputuskan jangka waktu di perpanjang selam&al2
masing-masing selama 1 tahun. Dalam perjalanareprdauidasi
PD BPR Bungbulang, akhirnya di putuskan segala aset
kewajiban dari PD BPR bungbulang akan di ambil aiieh
Pemkab garut selaku pemilik lama. Namun rencaindi ipatalkan
karena Pemkab Garut hanya ingin mengambilalih #&sepa
kewajibanya. Sehingga proses likuidasi di teruskasngingat
masih terdapat aset berupa gedung ex.kantor PDEPBbulang
(DL). Likuidasi di nyatakan selesai bila dalam rardank nilai
aset dan kewajiban telah bernilai 0 (nol)/salahu satet atau
kewajiban bernilai 0 (nol). Atau dengan kata ladak ada lagi aset
untuk membayarkan kewajiban. Selain itu likuidasgg di
nyatakan berakhir jika jangka waktu yang di berikis LPS telah
terlampaui. Namun jika dalam perjalananya masidaeat aset
sementara jangka waktu likuidasi telah usai, LP$ndngkinkan

untuk melakukan penghapusan aset bank dalam liguida

Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan agdarb
sebelumnya maka penulis mencoba untuk membesigaaam
yakni:

Adanya ketentuan yang dapat memberikan efek hag bank

yang melanggar namun di sisi lain juga memberikenlindungan

bagi nasabah yang beritikad baik, dimana perlindangni
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memastikan bahwa setiap nasabah yang beritikad Hdajpat
memperoleh haknya. Ketentuan ini nantinya menyataka@hwa
simpanan yang di himpun pada masa pengawasan khesas

dapat dinyatakan sebagai simpanan dan masuk peatzariEank.

2. Peningkatan kerja sama antara Bank Indonesid_E&ndalam hal
pengawasan bank, untuk meminimalisir kerugian magkyd
akibat moral hazardpemilik dan pengurus bank. Dimana LPS di
harapkan dapat memiliki kewenangan dan akses & luas,
bagi bank yang dalam pengawasan khusus Bank In@doréa ini
menjadi penting mengingat LPS adalah pihak yangn aka
menanggung risiko terbesar jika bank yang bersaagkmenjadi

bank gagal.
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http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/nadidroflev seattle.pdf

di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2010

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpandirakses pada hari Rabu
24 Maret 2010

http://www.allbusiness.com/glossaries/bank/4952184ml di akses pada

hari selasa tanggal 13 April 2010
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http://www.afand.cybermqg.com/post/detail/2357/sajaperbankan--
pengertian-asas-fungsi-dan-tujudirakses pada hari Jumat 14 Mei
2010

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/916B0OAF8-2103-4 782\0E-
38A59430600C/1484/MengenalBPR.atifakses pada hari Jumat
14 Mei 2010

http://webcache.googleusercontent.com/search?qe®e@A5]PzQOMYw
D8UJ%3Awww.bi.go.id%2FENR%2Frdonlyres%2FED5A6521-
FF67-4868-
A12B983C24B7052D%2F952%2FStudiPeningkatanPeranBankP
kreditanRakyatBPRDalam.pdf+fungsitbank+perkreditakyat&

hl=id&gl=id di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010

http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&ialine=853di

akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4886C7-
61D01BE47127/15112/03 Sekilas Ulasan UU PerbankeamieS
h1.pdfdi akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+§@nasan+Khusus
/di akses pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+§@amasan+Khusus
| di akses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-44881DE-
498267211182/916/FAQBankDalamPengawasanKhusudipdf
akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010
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http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus dBpx?NRMODE
=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NR
NODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-
OE93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest

di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus dEBpx?NRMODE
=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NR
NODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-
OE93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest

di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

http://www.bi.go.id/webl/id/Perbankan/Bank+dalam+&anasan+Khusus
/

di akses pada Hari Rabu tanggal 2 juni 2010

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-44884DE-
498267211182/915/ProsedurBankDalamPengawasanKpd§us.
di akses pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejardh akses pada hari Kamis

tanggal 3 juni 2010

http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/nadidroflev seattle.pdf

di akses pada hari Kamis 18 Pebruari 2010

http://lps.go.id/v2/images/publikasi/Laporan%20Kegan%20LPS%2020
09%202.pdidi akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

http://www.Ips.go.id/v2/home.phgi akses pada hari Selasa 20 Juli 2010
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http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentdkakses pada hari Selasa
tanggal 20 juli 2010

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentdkakses pada hari
Minggu 8 Agustus 2010

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pud=147di akses

pada hari Senin 23 agustus 2010
http://www.lps.qgo.id/v2/home.php?link=publikasi&puld=147di akses
pada hari Rabu 11 Agustus 2010

http://www.lps.qgo.id/v2/home.php?link=publikasi&puld=147di akses
pada hari Kamis 12 Agustus 2010

http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus dBpx?NRMODE
=Published&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-
AE72-
OE93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKa
Mus&NRCACHEHINT=Guestli akses pada hari Jumat 5
November 2010

http://kamusbahasaindonesia.org/likuiddisakses pada hari Senin 15
Nopember 2010

http://www.allbusiness.com/glossaries/liguidatid®d2579-1.htmHi

akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

http://www.Ips.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pubd=78di akses
pada hari Sabtu, 20 Nopember 2010

http:// www.Ips.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=dBakses

pada hari Jumat, 26 Nopember 2010
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